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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI GORONTALO 

Jl. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Telp.  0435) 831662 Fax. 831663 Gorontalo 

 

R I S A L A H 
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI GORONTALO KE- 8 

DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANPERDA PROVINSI GORONTALO  

 USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD MENJADI PRAKARSA DPRD  

 

 

HARI/TANGGAL : SENIN,  14 OKTOBER 2019 

WAKTU :  10.00  WITA 

TEMPAT : RUANG RAPAT DPRD PROVINSI GORONTALO 

JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA 

SIFAT RAPAT : RAPAT TERBUKA 

ACARA RAPAT : RAPAT   PARIPURNA DPRD PROVINSI GORONTALO KE- 8   DALAM 

RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANPERDA PROVINSI 

GORONTALO USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD MENJADI 

PRAKARSA DPRD. 

PIMPINAN RAPAT : DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.Sos.I, M.Si 

  (KETUA DPRD PROVINSI GORONTALO) 

SEKRETARIS RAPAT : H. SUL A. MOITO, S.Ag, ME 

  (SEKRETARIS DPRD PROVINSI  GORONTALO) 

 

JUMLAH ANGGOTA : 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 10 ORANG  

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 7 ORANG 

FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT AMANAT 9 ORANG 

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  5 ORANG 

FRAKSI PARTAI GERINDRA 4 ORANG 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4 ORANG 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT NURANI BANGSA 6 ORANG 

JUMLAH  45 ORANG 

 

ANGGOTA YANG HADIR 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 8 ORANG  

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 7 ORANG 

FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT AMANAT 9 ORANG 

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 5 ORANG 

FRAKSI PARTAI GERINDRA 4 ORANG 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4 ORANG 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT NURANI BANGSA 6 ORANG 

JUMLAH  43 ORANG 
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YAITU : 

1. DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.Sos.I, M.Si F-PG 

2. H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP F-PG 

3. IDRUS M. THOMAS MOPILI, SE, MM F-PG 

4. Drs. H. SUN BIKI, M.Ec.Dev F-PG 

5. Hj. SUHARSI IGIRISA, S.IP, MS.i F-PG 

6. OKTOHARI DALANGGO, SE F-PG 

7. Ir. WARSITO SOMAWIYONO F-PG 

8. I WAYAN SUDIARTA, SE F.PG 

9. H. MOH. KRIS WARTABONE, S.AP F-PDI PERJUANGAN 

10. Ir. H. LA ODE HAIMUDIN, MM  F-PDI PERJUANGAN 

11. Hj. VENNY ROSDIANA ANWAR, SE, MH  F-PDI PERJUANGAN  

12. ARIFIN ALI F-PDI PERJUANGAN 

13. DEDY HAMZAH, S.Pd F-PDI PERJUANGAN 

14. Hj. ESPIN TULIE, SE  F-PDI PERJUANGAN  

15. ANCE ROBOT  F-PDI PERJUANGAN 

16. YURIKO KAMARU, SH F-NASDEM AMANAT 

17. Hj. LOLLY YUNUS F-NASDEM AMANAT 

18. H. FADLI HASAN, ST, M.Si F-NASDEM AMANAT 

19. H. SOFYAN PUHI, ST F-NASDEM AMANAT 

20. INDRIANI DUNDA F-NASDEM AMANAT 

21. ANDRI MONOARFA F-NASDEM AMANAT 

22. H. IRWAN A. BERAHIM F-NASDEM AMANAT 

23. H. ADHAN DAMBEA, SH, S.Sos, MA F-NASDEM AMANAT 

24. H. ISMAIL ALULU, SE F-NASDEM AMANAT 

25. H. FAIZAL HULUKATI, SE F-PPP 

26. DR. H. AW TALIB, M.Si F-PPP 

27. Hj. SRI MASRI SUMURI, SE F-PPP 

28. USMAN TAHIR RAJAK F-PPP 

29. Ir. H. AWALUDIN PAUWENI F-PPP 

30. SULYANTO PATEDA, SE F-GERINDRA 

31. MUHAMAD NASIR MAJID, S.IP, MH F-GERINDRA 

32. Hj. SITTI NURAYIN F-GERINDRA 

33. Hj. NANI MBUINGA, S.Pd F-GERINDRA 

34. H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP F-PKS 

35. H. JASIN USMAN DILO, A.Md F-PKS 
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36. MANAF ABIDIN HAMZAH, S.Ag, M.Pd F-PKS 

37. IRWAN MAMESAH, S.Pd, M.Ec.Dev F-PKS 

38. Ir. H. HAMID KUNA, MM F-DEMOKRAT NURANI BANGSA 

39. ERWINSYAH ISMAIL, S.Ikom F-DEMOKRAT NURANI BANGSA 

40. GUNTUR M. THALIB, S.IP F-DEMOKRAT NURANI BANGSA 

41. H. ARIFIN DJAKANI, SE, S.Ag, MM F-DEMOKRAT NURANI BANGSA 

42. M. HIDAYAT H. BOUTY, SE F-DEMOKRAT NURANI BANGSA 

 

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 2 ORANG  

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN - ORANG 

FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT AMANAT - ORANG 

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  - ORANG 

FRAKSI PARTAI GERINDRA - ORANG 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA - ORANG 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT NURANI BANGSA 1 ORANG 

JUMLAH  3 ORANG 

 

YAITU : 

1. MEYKE M. CAMARU, SH, MH F-PG (IZIN) 

2. Hj. YEYEN SAPTIANI SIDIKI, SE F-PG (IZIN) 

3. Hj. SINTJE KADJI F-DEMOKRAT NURANI BANGSA (IZIN) 
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PENDAHULUAN 

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH 

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN 

OM SWASTIASTU 

YTH. REKAN-REKAN PIMPINAN DEWAN, PIMPINAN FRAKSI  DAN ANGGOTA 

DPRD 

YKH. SEKRETARIS DEWAN BERSAMA SELURUH STAF  

 PARA WARTAWAN, HADIRIN YANG KAMI HORMATI ,  

 

PUJI SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN  KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG 

MAHA ESA  KARENA DENGAN IZIN DAN KUASANYA KITA DAPAT HADIR DI RUANGAN 

YANG TERHORMAT INI GUNA MELAKSANAKAN SATU AGENDA PENTING YAITU RAPAT 

PARIPURNA DPRD KE- 8 DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANPERDA  PROVINSI 

GORONTALO USUL PRAKARSA ANGGOTA  DPRD  MENJADI PRAKARSA DPRD YAITU : 

1. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 

2. RANPERDA TENTANG SISTIM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU 

3. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QURAN 

 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, 

SEBELUM RAPAT  PARIPURNA INI DIBUKA TERLEBIH DAHULU SAYA  MENGAJAK 

KEPADA KITA SEKALIAN UNTUK BERDO’A MENURUT AGAMA DAN KEYAKINAN KITA  

MASING–MASING,  SEMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN RIDHO DAN HIDAYAH KEPADA 

KITA SEMUA DAN RAPAT PARIPURNA DEWAN  INI DAPAT TERLAKSANA  DENGAN TERTIB 

DAN LANCAR.   

. . . . . . . . . .  BERDOA MULAI. . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . .  SELESAI. . . . . . . . . .   

 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT 

SETELAH MEMPERHATIKAN CATATAN DAFTAR HADIR DEWAN DARI ANGGOTA 

DPRD YANG BERJUMLAH 45 ORANG, TELAH HADIR DAN MENANDA TANGANI DAFTAR 

HADIR SEBANYAK 42  ORANG ANGGOTA DEWAN.  

DENGAN DEMIKIAN RAPAT PARIPURNA DEWAN INI TELAH MEMENUHI KUORUM 

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DPRD PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 

TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD PASAL 127 AYAT (1) HURUF C. 

UNTUK ITU DENGAN MENGUCAPKAN ”BISMILLAHIRAHMANIRAHIM”            

RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI GORONTALO KE- 8 DALAM RANGKA 

PEMBAHASAN 3 (TIGA)  RANPERDA  PROVINSI GORONTALO  USUL PRAKARSA ANGGOTA 
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DPRD MENJADI PRAKARSA DPRD DIBUKA DENGAN  RESMI  DAN TERBUKA UNTUK 

UMUM. 

. . . . . . . KETUKAN PALU 3 KALI . . . . . . . 

 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,  

        PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SETIAP ANGGOTA DPRD MEMPUNYAI  

HAK UNTUK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

SEBAGAI MANA TELAH DIATUR DALAM PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 12 TAHUN 2018 DAN PASAL  86 PERATURAN DPRD PROVINSI 

GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD, 

SEDANGKAN MEKANISME PENGAJUAN USUL PRAKARSA DPRD TELAH DIATUR 

DALAM PASAL 82  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 DAN 

PASAL 6 PERATURAN DPRD PROVINSI  GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 201 9 

TENTANG TATA TERTIB DPRD.  

KEMUDIAN MEMPERHATIKAN SURAT BAPEMPERDA NOMOR :   

21/DPRD/BAPEMPERDA/X/2019  TANGGAl 4 OKTOBER 2019 PERIHAL HASIL 

KAJIAN RANPERDA INISIATIF DPRD MAKA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA 

PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANPERDA USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD 

DILAKSANAKAN PADA HARI  INI  SEBAG AIMANA TELAH TERCANTUM DALAM 

AGENDA KERJA DPRD YANG TELAH DISUSUN OLEH BADAN MUSYAWARAH.   

 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT  

SELANJUTNYA AGAR TERTIB JALANNYA  RAPAT PARIPURNA DEWAN  INI , KAMI  

SAMPAIKAN SUSUNAN ACARA  SEBAGAI BERIKUT :  

1. PEMBUKAAN (SEMENTARA  KITA JALANI) 

2. PEMBACAAN SURAT MASUK OLEH SEKRETARIS DEWAN. 

3. PENYAMPAIAN PENJELASAN OLEH MASING-MASING  PENGUSUL. 

4. PENYAMPAIAN PIMPINAN DPRD TENTANG HASIL PENGKAJIAN 

BAPEMPERDA TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA USUL PRAKARSA ANGGOTA 

DPRD OLEH KETUA BAPEMPERDA.  

5. PANDANGAN FRAKSI  DAN ANGGOTA DPRD LAINNYA TERHADAP 

PENYAMPAIAN PENJELASAN MASING-MASING PENGUSUL ATAS USUL 

PRAKARSA 3 (TIGA)   RANPERDA PROVINSI GORONTALO.  

6. JAWABAN MASING-MASING PENGUSUL ATAS PANDANGAN FRAKSI  DAN 

ANGGOTA DPRD LAINNYA. 

7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN : 
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7.1 PEMBACAAN  KEPUTUSAN DPRD PROVINSI  GORONTALO TENTANG 

PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA USUL PRAKARSA 

ANGGOTA DPRD MENJADI  PRAKARSA DPRD PROVINSI  GORONTALO, 

OLEH SEKRETARIS DPRD. 

7.2 PENANDATANGAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI  GORONTALO TENTANG 

PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA USUL PRAKARSA 

ANGGOTA DPRD MENJADI  PRAKARSA DPRD PROVINSI  GORONTALO, 

OLEH PIMPINAN DPRD. 

8. PENUTUP. 

UNTUK ABSAHNYA SUSUNAN ACARA  KAMI TAWARKAN KEPADA REKAN-REKAN 

ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, APAKAH SETUJU  TERHADAP SUSUNAN ACARA 

TERSEBUT ? 

 

H. JASIN USMAN DILO, A.Md (INTERUPSI/FRAKSI PKS) 

TERIMA KASIH, ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH. 

SETELAH MENDENGARKAN SUSUNAN ACARA, ADA SALAH SATU ACARA DISITU ATAU 

KLAUSUL MENYATAKAN MENYEBUT-NYEBUT PEMRAKARSA ATAU PENGUSUL, SEDANGKAN 

KITA INI ADA ANGGOTA DPRD YANG BARU DILANTIK DAN SETAHU KAMI BAHWA INI 

ADALAH BERADA DIDALAM PROPEMPERDA ATAU PROLEGDA ISTILAH KITA SEBELUMNYA 

YANG MENJADI PRODUK LANJUTAN, SEHINGGA MENURUT KAMI INI AKAN MENJADI 

TANGGUNGJAWAB DARI BAPEMPERDA, TIDAK ADA LAGI PENGUSUL, KARENA SUDAH 

DEVISIONER, KALAUPUN MEMANG ADA ORANGNYA HARI INI YANG BERLANJUT ITU 

SECARA KEBETULAN, TAPI SECARA ADMINISTRATIF PENGUSUL ITU SUDAH MENJADI 

TANGGUNGJAWAB DARI BAPEMPERDA, MUNGKIN ITU PAK KETUA, TERIMA KASIH. 

 

H. ISMAIL ALULU, SE (INTERUPSI/FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA) 

TERIMA KASIH PIMPINAN, TADI SAYA MENDENGAR ADA POINT KETUJUH, KALAU TIDAK 

SALAH TERKAIT DENGAN PANDANGAN FRAKSI, JADI KALAU KAMI MELIHAT BAHWA 3 

RANPERDA INI ADALAH USUL INISIATIF ATAU PRAKARSA KITA, BAGAIMANA MUNGKIN 

KITA YANG MENGUSULKAN KITA JUGA MEMBERIKAN PANDANGAN FRAKSI, PERTANYAAN 

SAYA SEPERTI INI, JADI SAYA MENYAMPAIAN BAHWA UNTUK PANDANGAN FRAKSI HARI 

INI MUNGKIN UNTUK MASING-MASING TIDAK MEMBERIKAN PANDANGANNYA, MUNGKIN 

INI PAK KETUA, TEIRMA KASIH. 

 

H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (INTERUPSI/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, YANG PERTAMA PAK KETUA, SEPERTI APA YANG DISAMPAIKAN OLEH 

YANG TERHORMAT BAPAK JASIN DILO MEMANG BENAR PAK KETUA, JIKALAU USUL INI 
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DISAMPAIKAN OLEH MASING-MASING ANGGOTA, TAPI REALITANYA PAK KETUA BAHWA 

USUL RANPERDA INI DISAMPAIKAN OLEH KOMISI, SEHINGGA BARANGKALI KOMISI YANG 

BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENYAMPAIKAN TERMASUK USUL DARI KOMISI I SOAL 

KEPENDUDUKAN, KAMI ADALAH KOMISI YANG PERIODE KEMARIN MASIH ADA PAK 

KETUA DAN KAMI SIAP MENYAMPAIKAN ITU PAK KETUA. 

YANG KEDUA PAK KETUA, SEBENARNYA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 

TAHUN 2018 PASAL 6 AYAT (5) KALAU TIDAK SALAH, KAMI KAITKAN DENGAN SUSUNAN 

ACARA YANG DISAMPAIKAN OLEH BAPAK KETUA TADI YAKNI PENYAMPAIAN HAIL 

KAJIAN OLEH BAPEMPERDA DISAMPAIKAN OLEH KETUA BAPEMPERDA, PADAHAL DALAM 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 ITU JELAS PASAL 6 AYAT (5) BAHWA 

HASIL KAJIAN BAPEMPERDA DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPRD, BUKAN BAPEMPERDA, 

OLEH KARENANYA SUSUNAN ACARA TADI KAMI MINTA HARUS DISAMPAIKAN OLEH 

PIMPINAN DEWAN, ARTINYA PIMPINAN DEWAN DISINI ADA 4 PAK KETUA, BARANGKALI 

SALAH SATU DIGILIR MENYAMPAIKAN HASIL KAJIAN BAPEMPERDA, INI YANG KAMI 

SARANKAN PAK KETUA DAN SELANJUTNYA ADA JAWABAN BAPAK KETUA KAMI AKAN 

INTERUPSI LAGI, TERIMA KASIH. 

  

H. JASIN USMAN DILO, A.Md (INTERUPSI/FRAKSI PKS) 

SAYA INGIN MENAMBAHKAN LAGI, SAYA KIRA TADI MEMANG BERFIKIR DIMANA 

REGULASINYA KETIKA KITA BERADA DALAM POSISI HARI INI DAN JAWABAN ITU 

DISAMPAIKAN OLEH BAPAK FIKRAM SALILAMA, BAHWA SEBAGAIMANA TADI SAYA 

SAMPAIKAN, YANG AKAN MENJADI PENGUSUL ADALAH BAPEMPERDA SAYA KIRA 

SOLUSINYA DIPERATURAN TADI PAK KETUA YAKNI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 

TAHUN 2018 BAHWA INI ADALAH PIMPINAN, SAYA YAKIN BAHWA INI SUDAH MELALUI 

KAJIAN, SAYA MENDENGAR JUGA BAPEMPERDA TELAH MELAKUKAN RAPAT YANG 

MENYEPAKATI BAHWA USULAN PERDA YANG MASUK PADA PROPEMPERDA TAHUN INI, 

YANG NYATA-NYATA MERUPAKAN PRODUK PERIODE YANG LAMA ITU DIADOPSI DAN 

DISETUJUI OLEH BAPEMPERDA YANG BARU UNTUK DITERUSKAN, HANYA PERSOALAN 

SIAPA YANG MENYAMPAIKAN TADI USUL DARI BAPAK FIKRAM SALILAMA DAN MEMANG 

ADA ATURANNYA ITU DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN, SAYA KIRA INI SOLUSINYA 

PAKKETUA, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

MASIH ADA ? BAPAK/IBU SEKALIAN, JADI INI PROSES LAHIRNYA PEMBAHASAN 

RANPERDA INI TELAH KITA BICARAKAN DALAM RANGKA KITA MENYIASATI TENTANG 3 

RANPERDA YANG HARUS KITA SELESAIKAN, SEHINGGA SEKRETARIAT DALAM MENYUSUN 

INI SAYA TANYAKAN KATANYA SUDAH SESUAI DENGAN REGULASI, OLEH SEBAB ITU TIDAK 
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MENUTUP KEMUNGKINAN KALAU REGULASI INI ADA SARAN-SARAN SEPERTI YANG 

BERKEMBANG TADI, ADA BEBERAPA HAL YANG YANG TERANGKAT KEPERMUKAAN.  

YANG PERTAMA : BAHWA PENGUSUL SUDAH TIDAK ADA, KALAU KITA MENGACU 

KEPADA USULAN-USULAN AWAL.  

YANG KEDUA : ADA PENYAMPAIAN BAHWA UNTUK RANPERDA YANG BELUM SELESAI ITU 

DICAVER ATAUPUN DISERAHKAN KEPADA BAPEMPERDA, TAPI RANPERDA INI BELUM 

DIBAHAS, SEHINGGA ITU TIDAK MASUK DALAM DOMAIN BAPEMPERDA, KARENA INI BARU 

DIMULAI, SEHINGGA KEMBALI LAGI KEPORSI SEPERTI INI.  

YANG KETIGA : TADI DISAMPAIKAN OLEH BAPAK FIKRAM SALILAMA BAHWA INI TIDAK 

USAH OLEH BAPEMPERDA TAPI OLEH PIMPINAN, KALAU PIMPINAN DIMINTA, PIMPINAN 

AKAN SKORS, KARENA PIMPINAN TIDAK MEMEGANG APA YANG HARUS DISAMPAIKAN, 

KARENA INI SUDAH DISUSUN OLEH TIM BAHWA INI HARUS KITA JALANI, OLEH SEBAB ITU 

MAKA SAYA MENYARANKAN, INI KITA JALANI DULU DAN NANTINYA KALI LAIN NANTI KITA 

BICARAKAN LEBIH LANJUT, AGAR SUPAYA SEMUA PORSI INI, KAN HANYA MASALAH, INTI 

MATERINYA TETAP INI, KAN HANYA MEKANISME, JADI ITU SARAN SAYA DAN KITA IKUTI, 

DAN POLA INI, POLA YANG KEMARIN. 

OLEH SEBAB ITU SAYA TAWARKAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA DAN TADI TENTANG 

FRAKSI ITU BISA PAK, YANG LALU-LALU JUGA BEGITU, KARENA ADA USUL YANG BUKAN 

ATAS NAMA FRAKSI, ATAS NAMA ANGGOTA, MAKA OLEH SEBAB ITU SIKAP FRAKSI INI 

AKAN MENGATAKAN FRAKSI PARTAI GOLKAR SIAP MENERIMA INI UNTUK DIBAHAS SESUAI 

DENGAN MEKANISME YANG ADA, ITU SALAH SATU YANG KITA HARAPAKAN, KALAU ITU 

DELETISASI, DROPTISASI, ANJLOKTISASI, MAKA KITA TIDAK ADA PEGANGAN UNTUK 

MENYAMPAIKAN BAHWA FRAKSI MENERIMA INI UNTUK DIBAHAS, BIAR HANYA ITU TIDAK 

APA-APA, JADI SAYA KIRA DAN SAYA TAWARKAN APAKAH SAUDARA-SAUDARA SETUJU? 

 

H. ADHAN DAMBEA, SH, S.Sos, MA (INTERUPSI/FRAKSI NASDEM AMANAT) 

ASSALAMUALAIKUM WARAHMTULLAHI WABARAKATUH. 

SAYA MOHON MAAF TERLAMBAT, TAPI SEBELUMNYA SUDAH MENELPON KETUA BAHWA 

SAYA MASIH KE KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO. 

SAYA SEPINTAS MENANGKAP DISAMPAIKAN TEMAN-TEMAN TADI BAHWA TIDAK ADA 

LAGI YANG PENGUSUL, KALAU TIDAK SALAH MENDENGAR, SEBAB SAYA MENDENGAR 

SEPINTAS, BAHWA ALASAN TIDAK ADA LAGI PENGUSUL, JADI KALAU MENURUT HEMAT 

SAYA BAHWA PENGUSUL ITU DISAHKAN DULU DIPARIPURNA, DENGAN DEMIKIAN MAKA 

ITU SUDAH USULAN DPRD BUKAN ORANG PERORANG, KALAU SUDAH USULAN DPRD 

SAYA KIRA TIDAK MELIHAT ORANGNYA, OLEH KARENANYA SAYA MENILAI BAHWA 3 

RANPERDA INI PATUT UNTUK DIKAJI DAN DIBAHAS, KEMUDIAN SEGALA KEKURANGAN 
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YANG DISAMPAIKAN OLEH TEMAN-TEMAN TADI TERMASUK REGULASI DAN SEGALA 

MACAM ITU NANTI AKAN DIBAHAS DIDALAM PANSUS YANG AKAN DIBENTUK DALAM 3 

RANPERDA INI, TETAPI SAYA KIRA INI MERUPAKAN USULAN DPRD, KALAU USULAN DPRD 

TENTUNYA KITA PUNYA TANGGUNGJAWAB TIDAK MELIHAT TEMAN-TEMAN PENGUSUL 

SUDAH TIDAK ADA, TETAPI KITA MELIHAT BAHWA INI USULAN LEMBAGA, OLEH KARENA ITU 

MENURUT HEMAT SAYA 3 RANPERDA INI PERLU KITA KAJI, KITA TINDAKLANJUTI, SEGERA 

BENTUK PANSUS UNTUK MENGKAJI LEBIH DETAIL PERATURAN-PERATURAN DAERAH, 

TERIMA KASIH KETUA. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

SILAHKAN BAPAK ADHAN ENTENGO, SAYA JELASKAN DULU, APA YANG DISAMPAIKAN 

OLEH BAPAK ADHAN DAMBEA JELAS ADA 2 KONTEKS, YANG PERTAMA, PERLU ADA 

LEGITIMASI TERHADAP PENGUSUL TERSEBUT, OLEH SEBAB ITU, ITU MUNGKIN YANG AKAN 

DIJAWAB OLEH BAPEMPERDA BAHWA INI SUDAH DIBICARAKAN PADA RAPAT 

BAPEMPERDA, SEHINGGA DISINI ADA 3 RANPERDA, PASTI SAMA BAPAK ADA NAMA-

NAMA YANG YANG SUDAH DISIAPKAN UNTUK ITU, JIKA NAMA-NAMA ITU SUDAH ADA 

AKAN TERJAWAB APA YANG BAPAK ADHAN DAMBEA MAKSUDKAN DAN SAYA AKAN 

LEGITIMASI SETUJU SAUDARA-SAUDARA DENGAN PENGUSULAN TERSEBUT, ITU MUNGKIN 

MAKSUDNYA BAPAK ADHAN DAMBEA DAN PERLU ADA LEGITIMASI. 

YANG KEDUA, TERHADAP HAL-HAL MEKANISME DAN SEBAGAINYA KITA AKAN 

BICARAKAN DITINGKAT PANSUS, SAYA SETUJU PAK, MUDAH-MUDAHAN BAPAK THOMAS 

MOPILI JUGA BISA  SAMA-SAMA DENGAN KITA. DISILAHKAN BAPAK ADNAN ENTENGO ! 

 

H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP (INTERUPSI/FRAKSI PKS) 

TERIMA KASIH PAK KETUA, JADI BENAR APA YANG DISAMPAIKAN TADI, BAHWA 

BAPEMPERDA 2 KALI RAPAT TERKAIT DENGAN 3 RANPERDA INI, ITU PENGUSULNYA SUDAH 

ATAS NAMA KOMISI, ARTINYA SUDAH CLEAR SEBAGAIMANA JUGA DIDALAM PASAL 58 

TERKAIT DENGAN BAPEMPERDA, BAHWA BAPEMPERDA MELAKUKAN HARMONISASI ITU 

BERDASARKAN USUL KOMISI, DAN SELAMA INI KAMI MELAKUKAN HARMONISASI 2 HARI 

ITU, ITU SUDAH ATAS NAMA KOMISI, JADI SAYA KIRA HARI INI BAPMEPERDA TINGGAL 

AKAN MENYAMPAIKAN HASIL HARMONISASI ITU KEPADA PIMPINAN UNTUK KITA SEPAKATI 

DIPARIPURNA MENJADI USUL INISIATIF DPRD YANG INSYA ALLAH NANTI BESOK KITA 

JADWALKAN PEMBICARAAN TINGKAT I UNTUK KITA SAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH, 

SAYA KIRA ITU, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 
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KESIMPULANNYA BAHWA USULAN INI SEBAGAIMANA YANG DISAMPAIKAN BAPAK 

FIKRAM SALILAMA, INI ADALAH USULAN DARIPADA KOMISI, DIMANA DIDALAMNYA ADA 

ANGGOTA-ANGGOTA YANG INCLUDE MEREKALAH SEBAGAI PENGUSUL INI, SAYA KIRA 

ITU PENJELASAN DAN SAYA KIRA HAL-HAL TEHNIS KITA AKAN BICARAKAN LEBIH 

LANJUTDAN TENTUNYA SYUKUR SEMUA SUDAH MENYAMPAIKAN MASUKAN-MASUKAN 

UNTUK PERBAIKAN HAL INI, OLEH SEBAB ITU SAYA ULANGI LAGI  

 

H. MOH. KRIS WARTABONE, S.AP (INTERUPSI/FRAKSI PDI PERJUANGAN) 

PAK KETUA ADA MASUKAN, TERIMA KASIH KETUA, COBA DIBUKA YANG DISEBUT-SEBUT 

BAPAK FIKRAM SALILAMA PASAL 6 ITU, INI KAN BARU PARIPURNA PERTAMA, SETELAH 

PARIPURNA PERTAMA DILAKUKAN PIMPINAN DPRD MEMBERIKAN LAGI KEPADA 

BAPEMPERDA  ITU BARU DILAKUKAN PENGKAJIAN BUKAN PENGUSUL LANGSUNG 

KEPADA BAPEMPERDA, COBA LIHAT, BACA ATURANNYA,  SUPAYA JELAS, SUPAYA KITA 

TIDAK SALAH DIDALAM ALNGKAH-LANGKAH SELANJUTNYA, SAYA BUKAN UNTUK 

MENGHALANGI INI, TAPI MARI KITA KEMBALI KEPADA ATURAN, MAKANYA HARUS ADA 

PANDANGAN FRAKSI, MENYIKAPI PERSOALAN INI, KETIKA FRAKSI MENGUSULKAN SETUJU 

BARU ADA PARIPURNA SELANJUTNYA, KALAU ADA FRAKSI LAIN YANG MENOLAK INI 

JUGA HARUS KITA LIHAT, SANGAT JELAS DETAIL DIDALAM PASAL-PASAL BAIK PERATURAN 

PEMERINTAH MAUPUN TATA TERTIB DPRD, INI ALUR-ALUR DARIPADA LANGKAH-LANGKAH 

KITA, INI PENGUSULAN KOMISI PERIODEYANG LALU, KALAU INI ITU SUDAH 

DIPARIPURNAKAN PADA KEMARIN ITU SUDAH MENJADI HAK DPRD, TIDAK BISA LAGI DAN 

HARUS KITA LANJUTKAN, KALI INI SAYA TANYA, KONFIRMASI BARU PARIPURNA PERTAMA 

UNTUK MEMINTA PENJELASAN DARIPADA PENGUSUL, MAKANYA JUGA SAYA TERTARIK 

DENGAN APA YANG DISAMPAIKAN OLEH BAPAK FIKRAM SALILAMA YANG DUDUK DI 

KOMISI I SIAP MENJELASKAN ITU BERATI INI BELUM DIPARIPURNAKAN, SEHINGGA 

BAPAK/IBU SEKALIAN INI HARUS KITA CERMATI DULU SEBELUM KITA MELANGKAH 

SELANJUTNYA, KARENA PERSOALAN INI BARU DITAHAP AWAL, SAYA BACA DI 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 PASAL 6 INI ITU BELUM SAMPAI TAHAP 

KEPADA, PIMPINAN BELUM MEMEGANG NASKAH INI, SEHINGGA ADA PERINTAH DARI 

PIMPINAN MEMERINTAHKAN BAPEMPERDA UNTUK MELAKUKAN KAJIAN, ADA DIKALIMAT-

KALIMAT PASAL ITU, APAKAH SUDAH ADA DARI PIMPINAN YANG PERIODE KEMARIN, 

KALAU SUDAH ADA BERARTI INI SUDAH MENGGAMBARKAN SUDAH BUKAN LAGI KOMISI 

ATAU PENGUSUL, SUDAH MENJADI BAGIAN DARIPADA LEMBAGA INI, SEHINGGA INI 

HARUS ADA TAHAPAN-TAHAPAN BERIKUTNYA, TERIMA KASIH PIMPINAN. 

  

H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (INTERUPSI/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 
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YANG JELAS PARIPURNA HARI INI ADALAH PARIPURNA  INTERNAL, MENYAMPAIKAN USUL 

MASING-MASING ANGGOTA ATAU KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DEWAN LAIN  

UNTUK MENYAMPAIKAN  USUL INISIATIF , KAMI KAITAKN DENGAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 PASAL 6  AYAT 1, 2, 3, 4, 5, 6, DAN 7 JELAS DISITU 

PAK KETUA, BAHWA HARI INI ADALAH PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN 

DAERAH, KAMI MENYAMPAIKAN DULU MEKANSIME PAK KETUA, USUL DARI SETIAP 

ANGGOTA ATAU KOMISI DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DEWAN DAN PIMPINAN 

DEWAN MEMERINTAHKAN BAPEMPERDA UNTUK MENGKAJI, SETELAH DIKAJI OLEH 

BAPEMPERDA DISAMPAIKAN LAGI KEPADA PIMPINAN DEWAN, SEHINGGA PIMPINAN 

DEWAN SETELAH DIKAJI OLEH BAPEMPERDA MEMBUKA/MENGGELAR RAPAT PARIPURNA 

INTERNAL INI, OLEH KARENANYA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 

2018 PASAL 6 AYAT (5) JELAS, PIMPINAN HARUS MENYAMPAIKAN DALAM RAPAT 

PARIPURNA HASIL KAJIAN BAPEMPERDA, INI BELUM TAHAP PERTAMA INI PAK KETUA, INI 

BARU INTERNAL, OLEH KARENANYA BARANGKALI KAMI MENYARANKAN PIMPINAN 

DEWAN MEMBACAKAN DULU PASAL 6 AYAT 1, 2, 3, 4, 5, 6, DAN 7, TOLONG DIBACAKAN 

SUPAYA SEMUA MEMAHAMI, TERIMA KASIH. 

 

H. JASIN USMAN DILO, A.Md (INTERUPSI/FRAKSI PKS) 

SAYA MEMAHAMI BAHWA, APA YANG MENJADI PROSES, TADI DIJELASKAN DARI 

PIMPINAN KE BAPEMPERDA ITU SUDAH KITA LALUI DAN SAYA MENGINGATKAN PADA 

SAAT ITU KITA RAPAT PIMPINAN DEWAN DAN PIMPINAN FRAKSI DAN PADA SAAT KITA 

MENGESAHKAN USULAN DIDALAM RIK ITU JUGA SAYA MENGINTERUPSI DAN SALAH SATU 

PERTANYAAN SAYA ADALAH APAKAH KEMUDIAN BAPEMPERDA MELAKUKAN KAJIAN ? 

KARENA DALAM BENAK SAYA MEREKALAH YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN HARI INI 

SUDAH CLEAR, TADI JUGA DIKUATKAN OLEH BAPAK ADHAN DAMBEA SEBAGAI 

ANGGOTA BAPEMPERDA BAHWA INI SUDAH BISA DILANJUTKAN, SAYA TADI AGAK 

TERGELITIK DARI AWAL MOHON MAAF, KARENA ADA KATA-KATA PENGUSUL YANG 

DALAM DEFINISI SAYA ADALAH ORANG PERORANG DAN ALHAMDULILLAH HARI INI 

SUDAH TIDAK ADA LAGI ORANG PERORANG ITU, KARENA INI ADALAH USULAN KOMISI 

DAN KEMUDIAN DIKUATKAN OLEH BAPEMPERDA, JADI SAYA KIRA SELURUH PROSES INI 

SUDAH JALAN, KITA SUDAH BOLEH BERLANJUT HANY MOHON KALIMAT SEOLAH-OLAH 

DIDALAM RANGKAIAN ACARA TADI SEOLAH-OLAH PENGUSUL ITU PERSON, ITU MUNGKIN 

BISA DILEGITIMASI SEBAGAI KOMISI YANG DIKUATKAN OLEH BAPEMPERDA, SEHINGGA 

SAYA  KIRA INI SUDAH BISA JALAN, PERSOALAN NANTI BANYAKKEKURANGAN DAN 

SEBAGAINYA SEBAGAIMANA YANG DISAMPAIKAN OLEH BAPAK ADHAN DAMBEA 

BAHWA MEMANG ITU BERPROSES DIPANSUS, SAYA INGIN MEMBERIKAN SEDIKIT 
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TAMBAHAN PAK KETUA TENTANG PANDANGAN FRAKSI, INI HARUS DIPAHAMI KARENA 

USUALAN INI USULAN KOMISI DAN DIDALAM KOMISI ADA UNSUR FRAKSI-FRAKSI MAKA 

YANG DIMAKSUD DENGAN PANDANGAN FRAKSI ITU BUKAN PANDANGAN FRAKSI 

SECARA UTUH DALAM ARTI MAIH ADA ANGGOTA FRAKSI YANG LAINNYA YANG TIDAK 

ADA DI KOMISI YANG JIKA DIA TIDAK SETUJU TERMASUK KALIMAT DISITU ADA ANGGOTA 

DEWAN LAINNYA, JADI TIDAK KEMUDIAN SECARA RESMI BAHWA FRAKSI INI 

MENYATAKAN TIDAK SETUJU, INI HANYALAH KALIMAT YANG MENGARAH KEPADA 

PERSONIL FRAKSI LAIN YANG DILUAR PENGUSUL, SEHINGGA TIDAK PERLU SECARA 

LEGITIMATE ADA PANDANGAN FRAKSI HANYA TAMBAHAN KOMENTAR BEGITU, APA DIA 

SETUJU ATU TIDAK SETUJU, KALAU TIDAK SETUJU SAYA KIRA INI SUDAH LANJUT, MUNGKIN 

ITU PAK KETUA, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

BAIK, JADI SEMUA APA YANG DIJELASKAN OLEH BAPAK FIKRAM SALILAMA DENGAN 

BAPAK JASIN DILO ITU JUGA YANG AKAN SAYA JELASKAN, SAYA BERSYUKUR SUDAH 

ADA PENJELASAN SEHINGGA SAYA TIDAK CAPEK-CAPEK LAGI MENJELASKAN INI, 

ARTINYA SEMUA MEKANISME INI KITA SUDAH LALUI DAN SUDAH DIBAHAS MAKSIMAL 

DITINGKAT BAPEMPERDA, SUDAH USULKAN KE KAMI, KAMI SUDAH BALAS, LAPORANNYA 

JUGA SUDAH DISAMPAIKAN YANG SUDAH FINISING, KEMUDIAN SAYA DISPOSISI 

AGENDAKAN SESUAI RIKYANG TELAH KITA SEPAKATI, SEHINGGA PADA HARI INI ADALAH 

KITA MENINDAKLANJUTI PERINTAH BADAN MUSYAWARAH UNTUK KITA PARIPURNAKAN 

PADA HARI INI DENGAN PIKIRAN YANG SAMA SEMUA MEKANISME KITA SUDAH LALUI, 

ARTINYA HARI INI BUKAN HARAM TETAPI UNTUK MEKANISME KITA ANGGAP SUDAH 

SELESAI DAN JIKA ADA HAL-HAL YANG KURANG PAS TADI KITA SEPAKT USUL DARI BAPAK 

ADHAN DAMBEA KITA AKAN BICARAKAN LEBIH LANJUT SEPANJANG TIDAK 

MENGURANGI ESENSI DARIPADA MATERI-MATERI ITU, SEMUA NARASI-NARASI INI BENAR, 

OLEH DAN SEBAB ITU MAKA DALAM PENJELASAN NANTINYA SIPEMBERI USUL KOMISI 

AKAN MENJELASKAN, INI BUKAN USUL PRIBADI TETAPI USUL DARIPADA KOMISI, ITU 

NARASI AKAN TERBANGUN DARI MASING-MASING PENGUSUL DAN KITA AKAN DENGAR, 

TENTANG PANDANGAN FRAKSI SAYA KIRA SEPENDAPAT BAHWA AKHIRNYA FRAKSI AKAN 

MENYIKAPI TERHADAP HAL INI, SATU KALIMAT SAJA SAYA KIRA PERLU SEPERTI YANG 

DISAMPAIKAN OLEH BAPAK KRIS WARTABONE TADI, BAHWA FRAKSI JUGA HARUS 

MENYIKAPI INI, SEHINGGA INI BENAR-BENAR LEGITIMATE, APAKAH SAUDARA-SAUDARA 

SETUJU ?  

ANGGOTA 

SETUJU (AKLAMASI) 
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. . . . . . . KETUKAN PALU 1 KALI . . . . . . . 

 

TERIMA KASIH ATAS PERSETUJUAN SAUDARA-SAUDARA. 

ACARA KEDUA : PEMBACAAN SURAT MASUK OLEH SEKRETARIS DEWAN, KEPADA 

SAUDARA SEKWAN, KAMI PERSILAHKAN ! 

 

 

SEKWAN . . . . (SURAT BAPEMPERDA NO : 21/DPRD/BAPEMPERDA/X/2019) 
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H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (INTERUPSI/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

KAMI MENDENGAR APA YANG DISAMPAIKAN OLEH BAPAK SEKWAN INI, HARUSNYA 

MELALUI MEKANISME PASAL 6 AYAT(2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018, 

HARUSNYA IKUTI DULU INI, PASAL 2 TIDAK DIJALANKAN PAK KETUA, INI SUDAH 

LANGSUNG BAPEMPERDA INI, PADAHAL DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (2) PENGUSUL 

MENYAMPAIKAN SURAT KEPADA PIMPINAN DEWAN, ARTINYA SEKWAN MEMBACAKAN 

SURAT MASUK DULU, MANA SURAT DARI PENGUSUL KAMI INGIN DENGARKAN, APA 

PERTIMBANGAN PENGUSUL MENYAMPAIKAN USUL RANCANGAN INI, DALAM AMANAT 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 JELAS, PENGUSUL MENYURAT KEPADA 

PIMPINAN DEWAN DAN MENYAMPAIKAN, MEMUAT APA PERTIMBANGAN 

MENGUSULKAN RANPERDA INI, INI HARUS DISAMPAIKAN DULU ITU SURAT PAK KETUA, 

TERIMA KASIH. 

   

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

SILAHKAN PAK SEKWAN ! 

 

H. JASIN USMAN DILO, A.Md (INTERUPSI/FRAKSI PKS) 

INI YANG SAYA MAKSUD PERTANYAAN SAYA DIAWAL TADI PAK, KALAU KEMUDIAN 

PENGUSUL DILEGITIMASI SEBAGAI KOMISI, SAYA KIRA OKO, ITU SAH-SAH SAJA, TAPI BUAT 

SAYA SEKARANG PENGUSUL ITU SUDAH BAPEMPERDA, INGAT KITA HANYA 

MELANJUTKAN APA YANG MENJADI PROGRAM BAPEMPERDA YANG HARI INI 

DILEGITIMASI OLEH BAPEMPERDA SENDIRI, YANG MEREKA BERFIKIR BAHWA INI PATUT 

DILANJUTKAN, SECARA OTOMATIS MEREKA BERTANGGUNGJAWAB, MEREKA ADALAH 

PENGUSUL JUGA, MEREKA MENJADI PENGUSUL SEKARANG BAPEMPERDA, TERIMA KASIH 

KETUA. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

BAPAK/IBU SEKALIAN. 

 

DR. H. A.W TALIB, M.Si (INTERUPSI/FRAKSI PPP) 

TERIMA KASIH PAK KETUA, SAYA BARANGKALI SEDIKIT MENANGGAPI APA YANG 

BERKEMBANG TERKAIT DENGAN USULAN, TERKAIT DENGAN 3 RANPERDA YANG MENJADI 

USULAN INISIATAIF, ADA 3 RANPERDA YANG PADA HARI INI DIUSULKAN MENJADI USUL 

PRAKARSA DPRD DAN ITU BERAWAL DARI SURAT-SURAT YANG MASUK PADA SAAT SAYA 

MASIH KETUA BAPEMPERDA DAN KEMUDIAN SURAT-SURAT MASUK ITU, ITU DIBAHAS 

MELALUI PARIPURNA JUGA TETAPI PADA SAAT PEMBENTUKAN PROPEMPERDA, 

SEHINGGA PROPEMPERDA ITU MELAHIRKAN JUGA 7 USUL PRAKARSA DPRD DAN 3 
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DIANTARANYA ADALAH PADA HARI INI YANG KITA  LAKUKAN PEMBAHASAN, OLEH 

KARENA ITU SURAT TADI MUNGKIN KALAU MASIH ADA PAK SEKWAN BISA DIBACA 

KEMBALI USULAN YANG TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN PROPEMPERDA, BERAWAL 

DARI SANALAH 3 RANCANGAN INI DAN KEMUDIAN MASUK DALAM AGENDA 

PROPEMPERDA, DIDALAM TAHUN 2019 KEBETULAN ANGGOTA YANG LAMA MASIH 

MENYISAHKAN ADA 3 YANG BELUM TERBAHAS TETAPI SECARA SAH RESMI ITU SUDAH 

MENJADI SEBUAH PROGRAM KERJAUN UNTUK TAHUN 2019 DAN ITU DIAKUI SECARA SAH, 

SEHINGGA MUNGKIN KALAU MASIH ADA SURAT YANG ARSIP ITU BISA DIBERIKAN JUGA 

KEPADA TEMAN-TEMAN, SEBAB YANG MENGUSULKAN KOMISI I PADA SAAT ITU ADALAH 

PIMPINAN KOMISI I, TIDAK SEMUA TETAPI BERDASARKAN PADA HASIL RAPAT INTERNAL 

KOMISI I DAN KEMUDIAN KALAU ITU MAU DISAHKAN JUGA PADA HARI INI ITU JUGA LEBIH 

BAGUS BAHWA ITU BENAR-BENAR ADALAH USULAN DARIPADA KOMISI DARI 3 KOMISI 

ATAU 2 KOMISI, 1 DARI KOMISI I DAN 2 RANPERDANYA DARI KOMI IV, ITU KALAU 

MEMANG MAU DIKUKUHKAN KEMBALI AGAR LEBIH KUAT LAGI USUL INISIATIF TIDAK ADA 

MASALAH, SAYA KIRA DEMIKIAN PAK KETUA, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

BAPAK/IBU SEKALIAN, KITA KETAHUISEKALI LAGI BAHWA PROSES SEKARANG INI ADALAH 

PROSES TRANSISI, SEBETULNYA KALAU TIDAK TRANSISI SEPERTI INI, SEMUANYA NORMAL 

DAN MEKANISME INI YANG JALAN DAN TRANSISI-TRANSISI INIKITA SUDAH 

BAHASDITINGKAT PEMBICARAAN SEBELUMNYA FRAKSI DAN BANMUS, SEHINGGA YANG 

SEKARANG INI ADALAH MELEGITIMASI TERHADAP PEMBICARAAN-PEMBICARAAN YANG 

AWAL, SEHINGGA DALAM KONTEKS LEGITIMASI INI ADA MEKANISME-MEKANISME YANG 

HARUS KITA LALUI DAN SURFEI MEMBUKTIKAN KENYATANNYA ADA SATU, DUA POINT 

PROSES DARIPADA REGULASI YANG TERLEWATI MENURUT KACAMATA TEMAN-TEMAN, 

SEPERTI ANTARA LAIN  YANG DISAMPAIKAN OLEH BAPAK FIKRAM SALILAMA, SEHINGGA 

TADI SAYA DAN BAPAK ADHAN DAMBEA MENYAMPAIKAN, SEMUA MEKANISME YANG 

TERLEWATI KITA AKAN BICARAKAN, KEMUDIAN KITA BENTUK PANSUS DAN YANG 

TERLEWATI ITU HANYA LEGITIMASI TENTANG PENGUSULAN-PENGUSULAN, KITA TELAH 

MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA BAPEMPERDA UNTUK MENTAKE OVER INI, SEHINGGA 

PIKIRAN SAYA BAHWA DI BAPEMPERDA APA YANG DISAMPAIKAN OLEH BAPAK A.W 

TALIBSUDAH ADA SAMA MEREKA DAN SEHINGGA JADI PANDUAN, KALAU TOH MEMANG 

INI YANG DIINGINKAN MEMBINGKAR FILE, MAKA SAYA SARANKAN INI DISKORS, 

SEHINGGA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA TIM SEKRETARIAT UNTUK ITU, MEMILIH 

SKORS ATAU KITA MELEGITIMASI DAN BAPEMPERDA SUDAH MENYAMPAIKAN INI MEREKA 

TELAH BAHAS. 
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DR. H. A.W TALIB, M.Si (INTERUPSI/FRAKSI PPP) 

SAYA KIRA KALAU, MEMANG ADA, SAYA SENDIRI KEBETULAN KETUA BAPEMPERDA PADA 

SAAT ITU, SEHINGGA MENGAJUKAN HAL INI MELALUI PARIPURNA JUGA, TIDAK MUNGKIN 

PARIPURNA PEMBENTUKAN PROPEMPERDA ITU TIDAK DIBACAKAN, ITU SUDAH 

DIBACAKAN, TETAPI INI KARENA PERIODE BARU, TRANSISI, MAKA ITU BELUM SEMUA TAHU 

MENYANGKUT USULAN TERSEBUT, SEHINGGA KALAU ADA ITU MUNGKIN TINGGAL DI 

COPY, DISAMPAIKAN. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

BAPAK FIKRAM SALILAMA TADI ITU MAKSUDNYA AGAR SUPAYA DIKETAHUI OLEH UMUM 

BAHWA PROSES INI SUDAH KITA LALUI MELALUI PENYAMPAIAN BAPEMPERDA YANG 

KEMARIN, OLEH SEBAB ITU DENGAN PEMAHAMAN YANG SAMA MAKA INI KITA 

LANJUTKAN, SETUJU ?  

 

H. MOH. KRIS WARTABONE, S.AP (INTERUPSI/FRAKSI PDI PERJUANGAN) 

COBA BUKA LAGI DI TATA TERTIB MAUPUN DI PP NOKO 12 TAHUN 2018, PADA POINT 4 7 

HARI SEBELUM DISAMPAIKAN ITU SEMUA RANCANGAN INI SUDAH ADA DISEMUA 

ANGGOTA DPRD, SUDAH DILAKSANAKAN TIDAK ? ATAU BELUM ? INI BELUM, KALAU KITA 

SUDAH MAU TINDAKLANJUTI APA YANG HARUS KITA AKAN LAKUKAN, SEMENTARA 

SEMUA ANGGOTA DPRD INI BELUM PEGANG  RANCANGAN INI, PALING LAMBAT 7 HARI 

SEBELUM KEPARIPURNA ITU SUDAH DIPEGANG OLEH SELURUH ANGGOTA, SAYA HANYA 

MENCARI PENYEMPURNAAN-PENYEMPURNAAN SUPAYA INI KITA TIDAK AKAN DIGUGAT 

OLEH LSM ATAU MASYARAKAT BAHWA MEKANISMA INI TERBURU-BURU ATAU TERGESA-

GESA, KITA CARI FORMAT MENGIKUTI TATA TERTIB ATAU MELANGGAR TATA TERTIB  ? JADI 

SAYA SEPENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH BAPAK ADHAN DAMBEA, KITA LAKUKAN 

PENGKAJIAN DULU SESUAI DENGAN ATURAN-ATURAN URUTANNYA SEPERTI APA, ADA 

HAL-HAL YANG BELUAM TERPENUHI, APALAGI KITA ANGGOTA DPRD YANG BARU, 

MAKANYA SAYA BANYAK TANYA LIRIK KIRI LIRIK KANAN INI DALAM RANGKA UNTUK 

MELAKUKAN SIKAP PENDAPAT SEBAGAI ANGGOTA DPRD, APAKAH INI KITA LEWATI SAJA 

YANG DOKUMEN INI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH SELURUH ANGGOTA ? ITU DULU 

PERTANYAAN PAK KETUA APA YANG HARUS KITA LAKUKAN. TERIMA KASIH PAK KETUA. 

 

H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (INTERUPSI/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

JELAS DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 PASAL 6 AYAT (4) 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DIKAJI OLEH BAPEMPERDA HARUS 

DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPRD PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM PARIPURNA 
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DILAKSANAKAN, MOHON MAAF PAK KETUA, HARUSNYA KAMI YANG BERTANYA SEPERTI 

INI BUKAN PIMPINAN, KAMI YANG HARUS MENUNTUT KEPADA PIMPINAN, HARUSNYA 

DILAKSANAKAN DULU PASAL 6 AYAT (4), TAPI KAMI SUDAH BISA MEMAKLUMI PAK KETUA, 

KARENA PANSUS AKAN SEGERA DIBENTUK, TERIMA KASIH PAK KETUA. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

DAN KAMI JUGA BISA MEMAKLUMI, KARENA KECERDASAN TINGGI DARIPADA 

ANGGOTA, BIAR NANTI DISAMPAIKAN PADA HARI H-NYA ITU SEMUA SUDAH TER COVER, 

BAPAK KRIS WARTABONE ITU HANYA MENGANGGAP BAHWA SEHARUSNYA BEGINI, 

HANYA KARENA KECERDASAN TINGGI DARI KITA SEMUA SEHINGGA MEMANG HAL INI 

KITA LAKSANAKAN DAN YANG SUDAH DIBAGI ITU ADALAH NASKAH AKDEMIK KEPADA 

KITA SEMUA DAN SEMUANYA SUDAH DIBICARAKAN, SAYA KIRA KITA LANJUTKAN YA. 

MASIH ADA SATU SURAT MASUK LAGI YANG AKAN DIBACAKAN, SAYA PERSILAHKAN 

KEPADA BAPAK SEKWAN. 

 

 

SEKWAN . . . . (SURAT SETDA NO : 180/HKM-ORG/3607. PERIHAL RANPERDA OPD) 
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H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (INTERUPSI/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

PAK SEKWAN KAMI MINTA MASIH DISITU, YANG PERTAMA PAK KETUA SURAT 

BAPEMPERDA DIBACAKAN TADI TANGGAL 4 OKTOBER, KAMI KAITKAN DENGAN SURAT 

YANG DIBACAKAN TADI ITU TANGGAL 1 OKTOBER, ARTINYA PEMBACAAN SURAT 

BAPEMPERDA KALAU TIDAK TERJADI INTERUPSI MAKA TERLEWATLAH SURAT INI, TIDAK 

DIBACAKAN, INI BARANGKALI KAMI SARANKAN PERLU ADA PENATAAN KEMBALI SOAL 

ADMINISTRASI PAK KETUA, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

BAIK, TERIMA KASIH, PERLU PENATAAN DAN KALAU BEGITU INTERUPSINYA INI HANYA 

SEKEDAR INFO BAHWA SEKARANG INI EKSEKUTIF SEMENTARA MEMPERSIAPKAN 1 

RANPERDA YANG TERKAIT DENGAN OPD . YANG KEDUA DALAM ISI ITU HAL TERSEBUT 

SEMENTARA BERPROSES, YANG BISA KITA TANGKAP DISITU BAHWA MEREKA 

BERKEHENDAK TAHUN INI ITU BISA DIBAHAS, OLEH SEBAB ITU MEREKA SUDAH 

MENDAHULUKAN INFORMASI SEPERTI ITU, BAGAIMANA ITU MEMBAHAS ? NANTI KITA 

AKAN BICARAKAN SURAT TERSEBUT PADA TAHAPAN LEBIH LANJUT, INI SEKEDAR 

INFORMASI. 

 

H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (INTERUPSI/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

KAMI SETUJU PAK KETUA, TIDAK ADA MASALAH, HANYA YANG KAMI PERSOALKAN SURAT 

TANGGAL 1 OKTOBER HAMPIR TERLEWATKAN DIBACAKAN, YANG TANGGAL 4 OKTOBER 

SUDAH DIBACAKAN TADI, TAPI YANG TANGGAL 1 OKTOBER DARI EKSEKUTIF ITU BARU 

DIBACAKAN, KALAU TIDAK TIDAK TERJADI INTERUPSI ITU LEWAT, TIDAK DISAMPAIKAN, 

TERIMA KASIH PAK KETUA. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

JADI HANYA TERPUTAR, BETUL SEKALI ITU, HANYA DARI TANGGAL 4 KE TANGGAL 1, 

SEHARUSNYA TANGGAL 1 KEMUDIAN TANGGAL 4, ITU PERLU DITATA AGAR SUPAYA 

TANGGALNYA DIDAHULUKAN, SAYA KIRA INI KECIL TAPI PRINSIP, SAYA DEMIKIAN. 

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA SAUDARA SEKWAN YANG TELAH 

MEMBACAKAN SURAT  MASUK. 

 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,  

ACARA KETIGA : PENYAMPAIAN PENJELASAN OLEH MASING-MASING 

PENGUSUL, UNTUK ITU KAMI MOHON DENGAN HORMAT KEPADA MASING -

MASING PENGUSUL  DAPAT MENGINFORMASIKAN KEPADA KAMI NAMA JURU 

BICARANYA : 
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1. PENGUSUL RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 

     NAMA  JURU  BICARANYA  :  ………………………………………………… 

 

M. HIDAYAT H. BOUTY, SE (INTYERUPSI/FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA) 

TERIMA KASIH PAK KETUA, PERLU DIINFORMASIKAN BAHWA RANPERDA INI DIUSULKAN 

OLEH KOMISI IV PADA SAAT ITU, YANG ASAL MULANYA ITU PERMINTAAN DARI PARA 

LANSIA YANG DATANG KOMISI IV UNTUK MEMINTA DIBUATKAN RANPERDA MENGENAI 

LANSIA, YANG BERTANDA TANGAN DISITU TINGGAL SAYA YANG TERTINGGAL KALAU 

TIDAK SALAH, YANG DARI KOMISI IV DULU, TAPI INI USULAN KOMISI BUKAN ORANG 

PERORANG, JADI SEKARANG KOMISINYA SUDAH TIDAK ADA, SIAPA YANG JURU 

BICARANYA ? TERIMA KASIH PAKKETUA. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

SAYA KIRA INI SUDAH DIBAHAS TADI DAN SUDAH DISEPAKATI BAHWA BAPEMPERDA 

TELAH MENGATUR HAL INI DAN INI MASUKAN YANG BAGUS DAN TADI SUDAH DIANGKAT 

PEMBICARAAN INI, SEKARANG YANG DIPERTANYAKAN LAGI OLEH BAPAK HIDAYAT 

BOUTY SIAPA JURU BICARANYA ?  

 

M. HIDAYAT H. BOUTY, SE (INTYERUPSI/FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA) 

SEPERTI YANG DISAMPAIKAN TADI, BAHWA INI SUDAH TIDAK ADA PARA PENGUSULNYA 

DAN SUDAH DIAMBIL ALIH OLEH BAPEMPERDA, SEHINGGA YANG DAPAT MENJELASKAN 

SAAT INI DARI BAPEMPERDA, MUNGKIN DARI PIMPINAN BAPEMPERDANYA, TERIMA 

KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

DARI AWAL INI PAK YANG BERKEMBANG, TAPI ITU SUDAH LEWAT DAN ACARA YANG 

SUDAH KITA SAHKAN. 

 

M. HIDAYAT H. BOUTY, SE (INTYERUPSI/FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA) 

PAK KETUA, SAYA INTERUPSI KARENA BAPAK MINTA JURU BICARA DARI PENGUSUL, JADI 

SAYA KEMBALIKAN BAHWA TIDAK ADA LAGI JURU BICARA PENGUSUL KE BAPEMPERDA, 

TERIMA KASIH.  

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

SAYA KIRA KALAU KITA KEMBALI LAGI KE BAPEMPERDA, SEMUA SUSUNAN ACARA TADI 

KITA DELETE LAGI KARENA KITA SUDAH KETUK ITU.  

 

H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (INTERUPSI/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 
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SUDAH JELAS TADI BAPAK HIDAYAT BOUTY MENYAMPAIKAN BAHWA KOMISI IV YANG 

KEMARIN TINGGAL BELIAU YANG TERSISA, APA SALHANYA BELIAU YANG DIBERIKAN 

KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKAN USULAN INI PAK KETUA, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

BAIK, SAYA KIRA INI JUGA SOLUSI, KARENA INI MASALAH PERTINGGAL, DAN SAYA INGIN 

MENYAMPAIKAN, SAYA SAMPAIKAN PENGUSUL DAN SAYA MEMBACA APA YANG 

DISAMPAIKAN SESUAI HASIL SUSUNAN ACARA, JADI SEKARANG KITA MASUK PADA 

USULAN DARI JURU BICARA YANG AKAN MENYAMPAIKAN, SEKARANG SAYA DENGAR 

PENGUSUL RANPERDA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA SIAPA JURU 

BICARANYA ? APAKAH MENYEBUT SIAPA ? KITA INGIN DENGAR BARU ITU KITA 

TANGGAPI. 

 

H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP (ANGGOTA KOMISI IV) 

JADI UNTUK KOMISI IV ITU 2 RANPERDA, JADI LANJUT USIA DAN PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN AL QURAN DAN ITU AKAN DISAMPAIKAN OLEH SAYA SENDIRI H. ADNAN 

ENTENGO, A.Md, S.AP, TERIMA KASIH. 

 

H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (INTERUPSI/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

BARANGKALI SINYAL-SINYAL YANG DIBERIKAN BAPAK HIDAYAT BOUTY ITU SUDAH JELAS 

PAK KETUA, BELIAU MANTAN DARI KOMISI IV, JADI SAYA MENYARANKAN NANTINYA 

JUGA ADA PENYAPAIAN DARI BAPEMPERDA, DISAMPAIKAN OLEH KETUA BAPEMPERDA, 

APA SALAHNYA USUL INI DISARANKAN DISAMPAIKAN OLEH PAK HIDAYAT BOUTY DAN 

KAMI BERIKAN WAKTU BAPAK HIDAYAT BOUTY DAN BAPAK ADNAN ENTENGO UNTUK 

LOBI DAN KAMI SARANKAN RANPERDA USULAN KOMII I DIPRIORITASKAN, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

SAYA KIRA KITA IKUTI ITU, LOBINYA TIDAK HARUS SKORS DAN KITA PRIORITASKAN DULU 

UNTUK KOMISI I RANPERDA TENTANG SISTIM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU, 

SIAPA YANG DIUSULKAN JURU BICARA. 

 

DR. H. A.W TALIB, M.Si (KETUA KOMISI I) 

PENGUSUL RANPERDA TENTANG SISTIM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU NAMA  

JURU  BICARA SAYA SENDIRI  DR. H. A.W TALIB, M.Si. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, MUDAH-MUDAHAN UNTUK RANPERDA SISTIM PEYELENGGARAAN LANJUT 

USIA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QURAN SUDAH BISA ADA TITIK TEMUNYA. 
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H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP (ANGGOTA KOMISI IV) 

JADI SAYA MENGIKUTI PERINTAH KETUA KOMISI IV, BELIAU TELEPON SAYA DAN MEMINTA 

UNTUK MEMBACA DAN SAYA SIAP MELAKSANAKAN PERINTAH ITU DISAMPAIKAN KEPADA 

SAYA, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

BAIK, SAYA KIRA BAPAK HIDAYAT ITU HANYA MINTA KEJELASAN, ITU YANG DIHARAPKAN 

SEHINGGA SEMUA JELAS, INI PEMBICARAAN HARUS JELAS, OLEH SEBAB ITU URUTAN-

URUTAN YANG SUDAH ADA  SAYA PERSILAHKAN SEKARANG JURU BICARA RANPERDA 

SISTIM PEYELENGGARAAN LANJUT USIA YANG AKAN DIBAWAKAN LANGSUNG OLEH 

BAPAK H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP SEKALIGUS DENGAN RANPERDA 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QURAN, SAYA PERSILAHKAN ! 

 

LAPORAN TIM PENGUSUL KOMISI IV  . . . .  
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI GORONTALO 

Jln Sapta Marga.Kel. Botu Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo Prov.Gorontalo 

 

PENJELASAN KOMISI IV 

SEBAGAI PENGUSUL PENGAJUAN 2 (DUA) 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
 

 

HARI / TANGGAL:  SENIN, 14 OKTOBER  2019 

W A K T U :  PUKUL 10.00 WITA S/D SELESAI  

T E M P A T :  RUANG SIDANG DPRD PROV. GORONTALO 

 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH 

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN 

YTH :  -  KETUA DAN PARA WAKIL KETUA DPRD PROV. GORONTALO 

- PIMPINAN FRAKSI, PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN ANGGOTA 

DPRD PROVINSI GORONTALO; 

- REKAN-REKAN PERS SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI 

 

PUJI SYUKUR PATUTLAH KITA PANJATKAN KEHADIRT ALLAH SWT KARENA ATAS 

BIMBINGAN, PETUNJUK DAN KUASA SERTA RIDHANYA JUALAH, SEHINGGA KITA SEMUA 

MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN DAN KESEHATAN UNTUK HADIR PADA RAPAT PARIPURNA 

HARI INI DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

PROVINSI GORONTALO USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD MENJADI USUL PRAKARSA 

DPRD PROVINSI GORONTALO.     

 

BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI. 

SEPERTI DIKETAHUI BERSAMA BAHWA BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI 

GORONTALO NOMOR 14/DPRD/X/2018 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 TERDAPAT RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA DPRD PROVINSI GORONTALO YANG AKAN 

DIBAHAS PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2019 – 2020, YAITU  3 (TIGA) 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIAJUKAN OLEH KOMISI DPRD PROVINSI 

GORONTALO DUA DIANTARANYA ADALAH USUL KOMISI IV DPRD PROVINSI GOONTALO 

YAITU MASING-MASING : 
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1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN 

LANJUT USIA; 

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

ALQURAN; 

DIMANA DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA USUL PENGAJUAN 2 (DUA) 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD DIDASARKAN ATAS BERBAGAI 

PERSOALAN ANTARA LAIN BAHWA UPAYA PENINGKATN KESEJAHTERAAN DAN 

PERLINDUNGAN BAGI LANJUT USIA BUKAN HANYA MENJADI TANGGUNG JAWAB 

PEMERINTAH DAERAH TETAPI JUGA MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA DENGAN 

MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA, DEMIKIAN JUGA UNTUK PNYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN ALQURAN MERUPAKN INSTRUMEN PENDUKUNG TERHADAP PENINGKATAN 

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENGINTEGRASIKAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NAIONAL YANG SELARAS DENGAN FALSAFAH ADAT 

PROVINSI GORONTALO ’ADAT BERSENDIKAN SYARAH, SYARAH BERSENDIKAN 

KITABULLAH’ DIMANA PENDIDIKAN AQURAN MERUPAKN BAGIAN DARI HAK ASASI 

MANUSIA YAKNI SETIAP MANUSIA BERHAK ATAS PERLINDUNGAN BAGI PENGEMBANGAN 

PRIBADINYA, UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN, MENCERDASKAN DIRINYA DAN 

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUPNYA AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN, 

BERTAQWA, BERTANGGUNG JAWAB, BERAHLAK MULIA, BAHAGIA DAN SEJAHTERA. 

 

BAPAK/IBU HDIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI. 

BERIKUT PENJELASAN SINGKAT TERKAIT DENGAN PENGAJUAN 2 (DUA) RANPERDA USUL 

DARI KOMISI IV SEBAGAI BERIKUT : 

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN 

LANJUT USIA. 

ISU SENTRAL MASALAH KEPENDUDUKAN YATU MASIH RENDAHNYA KUALITS SUMBER 

DAYA MANUSIA LANJUT USIA, YANG DIPENGARUHI LANGSUNG OLEH BEBERAPA 

FAKTOR, ANTARA LAIN, KONSUMSI MAKANAN DAN GIZI, TINGKAT KESEHATAN, 

TINGKAT PENDIDIKAN SERTA PENGAKUAN MASYARAKT BAHWA MEREKA MASIH 

MEMPUNYAI KEMAMPUAN KERJA DAN PENDAPATAN DARI PENSIUNAN; 

BEBERAPA HARAPAN YANG INGIN DIPEROLEH WARGA LANJUT USIA ANTARA LAIN: 

1. HARAPAN LANSIA TERHADAP KERABAT / KELUARGANYA, PELAYANAN TERHADAP 

LANSIA HARUS DILAKUKAN DENGAN IKHLAS DAN WAJAR. KERABAT MAU 

MENDENGARKAN DAN MENERIMA KEINGINAN LANSIA DAN MENYIKAPINYA 

DENGN BAIK, BILA TERDAPAT PERBEDAAN MAKA HARUS MENYIKAPINYA DENGAN 

CARA TIDAK MENYINGGUNG PERASAAN ; 
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2. HARAPAN LANSIA TERHADAP MASYARAKAT, LANSIA TETAP MENJADI BAGIAN 

DARI MASYARAKAT DAN DILIBATKAN DALAM SETIAP KEGIATAN TERMASUK 

MEMBERIKAN PENGALAMAN SERTA ILMU YANG DIMILIKINYA. PERASAAN 

DIHARGAI MENJADI HAL YANG SANGAT PENTING UNTUK MENJAGA KONDISI 

PSIKIS SEORANG LANSIA; 

3. HARAPAN LANSIA TERHADAP PEMERINTAH, AGAR MENGEMBANGKAN PROGRAM 

EKONOMI BAGI LANJUT USIA POTENSIAL, MEMBERI JAMINAN HIDUP BAGI LANSIA 

TIDAK POTENSIAL YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU, JAMINAN 

KESEHATAN BAGI LANSIA YANG MURAH/GRATIS. MENYEDIAKAN FASILITAS UMUM 

BAGI LANSIA, MEMBENTUK WADAH UNTUK BERSOSIALISASI BAGI LANSIA 

MISALNYA POSYANDU LANSIA, MENYEDIAKAN PANTI-PANTI YANG LAYAK BAGI 

LANSIA YANG TERLANTAR. 

 

HARAPAN TERSEBUT MEMPERLIHATKAN ADANYA KEINGINAN DARI PARA LANSIA UNTUK 

MENIKMATI HIDUP HARI TUA YANG LEBIH BAIK DAN BERMARTABAT. SEHINGGANYA 

PEMERINTAH PERLU MELAKUKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 

YANG BERKEADILAN DEMI PEMENUHAN ATAS HARAPAN TERSEBUT. PASAL 1 ANGKA 2 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 

MENDEFINISIKAN BAHWA KESEJAHTERAAN LANJUT USIA ADALAH SUATU TATA KEHIDUPAN 

DAN PENGHIDUPAN SOSIAL BAIK MATERIAL MAUPUN SPIRITUAL YANG DILIPUTI RASA 

KESELAMATAN, KESUSILAAN, DAN KETENTRAMAN LAHIR BATIN YANG MEMUNGKINKAN 

BAGI SETIAP LANJUT USIA UNTUK MENGADAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN JASMANI, 

ROHANI DAN SOSIAL YANG SEBAIK-BAIKNAY BAGI DIRI, KELUARGA, SERTA MASYARAKAT 

DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN 

PANCASILA. APABILA DICERMATI PENANGANAN TERHADAP WARGA LANJUT USIA 

MERUPAKN PERMASALAHAN BIDANG SOSIAL. 

JIKA MERUJUK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH DIMANA MENGAMANATKAN BAHWA BIDANG SOSIAL 

MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKATN DNGAN PELAYANAN 

DASAR, SEHINGGANYA PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK 

MENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA. 

 

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

ALQURAN 

PENDIDIKAN MERUPAKAN SEBUAH PROSES PEMBELAJARAN BAGI SETIAP INDIVIDU 

UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG SESUATU YANG 

BERSIFAT POSITIF. DALAM ISLAM TELAH DIANJURKAN BAHKAN DIWAJIBKAN BAGI 

UMAT ISLAM UNTUK BELAJAR ATAU MENUNTUTU ILMU. 

NILAI TERTINGGI PENDIDIKAN DALAM PANDANGAN ISLAM ADALAH KESELAMATAN 

DI DUNIA MAUPUN DIAKHIRAT KELAK.  
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GORONTALO DIKENAL DENGAN FALSAFAHNYA YAKNI ‘ADAT BERSENDI SYARAH, 

SYARAH BERSENDI KITABULLAH, KONTEKS TERSEBUT YANG SELANJUTNYA MENJADI 

BINGKAI DARI PENCIRI TRADISI ISLAM  GORONTALO DAN MERUPAKAN FORMULASI 

NILAI-NILAI LOKAL GORONTALO. 

SEBENARNYA PROVINSI GORONTALO SUDAH MEMILIKI BERGAM PERATURAN 

DAERAH YANG BERBASIS AGAMA, NAMUN PATUT DISADARI BAHWA PERATURAN 

DAERAH YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

DALAM MEMAHAMI, MEMPELAJARI, MEMBACA DAN MENULIS ALQURAN MENJADI 

FAKTOR PENTING DALAM MNUMBUHKEMBANGKAN KEARIFN LOKAL YANG ADA DI 

PROVINSI GORONTALO. ENTITAS KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN YANG SANGAT 

KENTAL DI GORONTALO MESTINYA BERBANDING LURUS DENGAN ADANYA 

PERATURAN DAERAH YANG MENGAKOMODIR KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM 

MEMPELAJARI ALQURAN.  

DENGAN DEMIKIAN KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ALQURAN DI 

PROVINSI GORONTALO ADALAH HAL YANG URGEN, SEHINGGA DIBUTUHKAN 

KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO UNTUK MEMBUAT 

SUATU PERATURAN DAERAH YANG MENGAKOMODIR NILAI-NILAI ALQURAN DALAM 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH.   

 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI 

DEMIKIAN PENJELASAN ATAS PENGAJUAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

OLEH KOMISI IV DPRD PROVINSI GORONTALO DENGAN HARAPAN MENDAPAT 

PERSETUJUAN  DARI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PADA SIDANG PARIPURNA DPRD 

YANG TERHORMAT INI, SEKALIGUS DAPAT MENINDAKLANJUTINYA SESUAI MEKANISME 

KETENTUAN YANG BERLAKU, BERUPA PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD.  

TERIMA KASIH YANG MENDALAM KAMI  SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DPRD SERTA HADIRIN SEKALIAN, ATAS KEBERSAMAANNYA DALAM RAPAT PARIPURNA INI. 

SEMOGA ALLAH SWT SELALU MEMBERI KEKUATAN KEPADA KITA SEKALIAN DALAM 

MELAKSANAKAN SEMUA MENJADIKAN SETIAP AKTIFITAS KITA SEBAGAI IBADAH. 

WABILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH 

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH  

 

AN. TIM PENGUSUL 

KETUA KOMISI IV 

TTD 

Ir. H. HAMID KUNA, MM 
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DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

ODUOLO KAMI SAMPAIKAN KEPADA BAPAK H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP YANG 

TELAH MENYAMPAIKAN USULAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DAN 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ALQURAN 

SELANJUTNYA KAMI MENGUNDANG JURU BICARA PENGUSUL RANPERDA TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN  JURU  BICARA   YTH  

BAPAK DR. H. A.W TALIB, M.Si, DISILAHKAN ! 

 

 

 

LAPORAN TIM PENGUSUL KOMIS I ............. 

 

 

 

  



 29 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI GORONTALO 

Jln Sapta Marga.Kel. Botu Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo Prov.Gorontalo 

 

PENJELASAN KOMISI I  

SEBAGAI PENGUSUL PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

HARI / TANGGAL :  SENIN, 14 OKTOBER  2019 

W A K T U :  PUKUL 10.00 WITA S/D SELESAI  

T E M P A T :  RUANG SIDANG DPRD PROV. GORONTALO 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH 

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN 

YTH :  -  KETUA DAN PARA WAKIL KETUA DPRD PROV. GORONTALO 

- PIMPINAN FRAKSI, PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN ANGGOTA 

DPRD PROVINSI GORONTALO; 

- REKAN-REKAN PERS SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI 

PUJI SYUKUR PATUTLAH KITA PANJATKAN KEHADIRT ALLAH SWT KARENA ATAS 

BIMBINGAN, PETUNJUK DAN KUASA SERTA RIDHANYA JUALAH, SEHINGGA KITA SEMUA 

MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN DAN KESEHATAN UNTUK HADIR PADA RAPAT PARIPURNA 

HARI INI DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

PROVINSI GORONTALO USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD MENJADI USUL PRAKARSA 

DPRD PROVINSI GORONTALO.     

 

BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI. 

DARI 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIAJUKAN OLEH KOMISI 

DPRD PROVINSI GORONTALO SALAH SATUNYA ADALAH USUL KOMISI I DPRD PROVINSI 

GOONTALO YAITU RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN; 

USUL PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD DIDASARKAN 

PADA PERTIMBANGAN BAHWA DATA KEPENDUDUKAN MERUPAKN DASAR 

PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN 

HAK MASYARAKAT DAN PEMBAGUNAN DAERAH; 
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SALAH SATU PERSOALAN YANG MENGEMUKA ADALAH MASIH ADANYA 

MASAYRAKAT YANG TIDAK MEMILIKI DATA KEPENDUDUKAN ATAU BELUM TERCATAT 

DALAM PENCATATAN SIPIL, DIKARENAKAN KESADARAN MASYARKAT UNTUK 

MENCATATKAN SELURUH PERISTIWA KEPENDUDUKAN YANG PENTING, BAIK AKTA 

KELAHIRAN, KARTU KELUARGA, BAHKAN HINGGA KE AKTA KEMATIAN, SALAH SATU YANG 

MENYEBABKAN KETIDAK PEDULIAN SBAGIAN MASYARAKAT DALAM MENGURUSI 

PENCATATAN KEPENDUDUKAN ADALAH ANTREAN DAN ALUR BIROKRASI YANG TIDAK 

SEDERHANA. 

KONDISI EKSISTING TEREBUT MENUNJUKKAN PERLU ADANYA KEBIJAKAN HUKUM 

TIDAK HANYA BERGANTUNG PADA KEBIJKAN PEMERINTAH PUSAT, NAMUN JUGA PERLU 

ADA KEBIJAKAN KHUSUS TERKAIT DI DAERAH TERMASUK PEMERINTAH PROVINSI 

GORONTALO. KEBIJAKAN TERSEBUT DAPAT DIAWALI DENGAN ADANYA PENGATURAN 

DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGI PAYUNG HUKUM DALAM MELAKUKAN 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DAERAH. 

SECARA YURIDIS KEWENANGAN UNTUK PENCATATAN SIPIL DILAKSANAKAN ATAU 

DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG BERADA 

DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (SIAK), MESKIPUN DEMIKIAN 

PEMERINTAH PROVINSI DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MENYUSUN PROFIL 

KEPENDUDUKAN PROVINSI. PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI 

TERSEBUT BERSUMBER PULA PADA DATA KEPENDUDUKAN YANG BERASAL DARI 

KABUPATEN/KOTA YANG SECARA MAKRO DATA KEPENDUDUKAN TERSEBUT DIKELOLA DI 

DATA CENTER YANG BERADA DI DINAS KOMINFO PROVINSI GORONTALO, SEMENTARA 

DATA TERKAIT PELAYANAN DASAR SEPERTI SASARAN PELAYANAN KESEHATAN, BANTUAN 

SOSIAL DAN LAIN SEBAGAINYA BERADA PADA SEKTORAL. 

 SECARA GARIS BESAR DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA RANCANGAN PERATURAN 

DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIAJUKAN 

DENGAN PERTIMBANGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 

1. PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA 

MASYARAKAT MEMERLUKAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN TEPAT AGAR 

TIDAK AKAN MENIMBULKAN PERSOALAN KETIDAKTEPATAN SASARAN DARI PELAYANAN 

DASAR DAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT; 

2. MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT GORONTALO YANG BELUM MEMILIKI NIK 

SEHINGGA MENJADI PENGHAMBAT PEMBERIAN PELAYANAN DASAR, DAN 

DIPERLUKAN CARA YANG STRATEGIS DAN SINERGIS ANTARA PEMERINTAH PROVINSI 

DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA; 
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3. PERLU ADANYA REGULASI DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH YANG SECARA 

KHUSUS DAN KOMPREHENSIF MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN 

ADMINSITRASI KEPENDUDUKAN TERPADU; 

 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI 

DEMIKIAN PENJELASAN ATAS PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINSITRASI KEPENDUDUKAN DENGAN HARAPAN MENDAPAT 

PERSETUJUAN  DARI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PADA SIDANG PARIPURNA DPRD 

YANG TERHORMAT INI, SEKALIGUS DAPAT MENINDAKLANJUTINYA SESUAI MEKANISME 

KETENTUAN YANG BERLAKU, BERUPA PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD.  

TERIMA KASIH YANG MENDALAM KAMI  SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DPRD SERTA HADIRIN SEKALIAN, ATAS KEBERSAMAANNYA DALAM RAPAT PARIPURNA INI. 

SEMOGA ALLAH SWT SELALU MEMBERI KEKUATAN KEPADA KITA SEKALIAN DALAM 

MELAKSANAKAN SEMUA MENJADIKAN SETIAP AKTIFITAS KITA SEBAGAI IBADAH. 

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.  

  

 

AN. TIM PENGUSUL 

KETUA KOMISI I 

TTD 

DR. H. A.W TALIB, M.Si 
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DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, KAMI SAMPAIKAN KEPADA PENGUSUL RANPERDA TENTANG  

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, YANG TELAH MENYAMPAIKAN 

PENJELASANNYA. 

 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, 

SELANJUTNYA MARI KITA MEMASUKI ACARA KEEMPAT PENYAMPAIAN PIMPINAN DPRD 

TENTANG HASIL PENGKAJIAN BAPEMPERDA TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA USUL 

PRAKARSA ANGGOTA DPRD,  YANG AKAN DISAMPAIKAN OLEH   KETUA BAPEMPERDA. 

KEPADA YTH.  H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP  KAMI PERSILAHKAN ! 

 

 

 

LAPORAN HASIL KAJIAN BAPEMPERDA ………….. 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI GORONTALO 

Jln Sapta Marga.Kel. Botu Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo Prov.Gorontalo 

 

HASIL PENGKAJIAN BAPEMPERDA TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA USUL PRAKARSA DPRD 

PROVINSI GORONTALO 

PADA SIDANG PARIPURNA DPRD PROVINSI GORONTALO 

 

HARI / TANGGAL : SENIN, 14OKTOBER  2019 

W A K T U : PUKUL 10.00 WITA S/D SELESAI 

T E M P A T :   RUANG SIDANG DPRD PROV. GORONTALO 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH 

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN 

YTH :  -  KETUA DAN PARA WAKIL KETUA DPRD PROV. GORONTALO 

- PIMPINAN FRAKSI, PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN ANGGOTA 

DPRD PROVINSI GORONTALO; 

- REKAN-REKAN PERS SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI 

 

ALHAMDULILLAH WA SYUKURILLAH,PUJI SYUKURKITA PANJATKAN KEHADIRAT 

ALLAH SWT, YANG TELAH DAN INSYA ALLAH TERUS MENGANUGERAHKAN NIKMAT 

KESEHATAN, KEKUATAN DAN KESEMPATAN KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGAKITA SEMUA 

DAPAT MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI GORONTALO DALAM 

RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PARAKRSA 

ANGGOTA DPRD MENJADI USUL PRAKRSA DPRD PROVINSI GOROTALO. 

 

BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI. 

BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (5) PERATURAN DPRD PROVINSI GORONTALO 

NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD DISEBUTKAN BAHWA HASIL 

PENGKAJIAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPRD 

DALAM RAPAT PARIPURNA, DAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 58 AYAT (1) HURUF 

D PERATURAN DPRD PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2018 DISEBUTKAN BAHWA 

BADAN PEMBENTUKAN PERDA MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG, MELAKUKAN 

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMENTAPAN KONSEPSI RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH YANG DIAJUKAN ANGGOTA, KOMISI, ATAU GABUNGAN KOMISI 

SEBELUM RANCANGAN PERDA DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DPRD. 
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BERDASARKAN AMANAT KETENTUAN TERSEBUT, MAKA BADAN PEMBENTUKAN 

PERDA TELAH MELAKUKAN PENGKAJIAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN 

DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI MASING-MASING SEBAGAI BERIKUT : 

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN (YANG DIAJUKAN SBAGAI PRAKARSA KOMISI I); 

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN 

LANJUT USIA ( YANG DIAJUKAN SEBAGAI PRAKARSA KOMISI IV) 

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN PENDIDIKAN 

ALQURAN (YANG DIAJUKAN SEBAGAI USUL PRAKARSA KOMISI IV);  

 TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT TELAH 

DILAKUKAN PENGKAJIAN MELALUI RAPAT BERSAMA DENGAN TIM PENYUSUN NASKAH 

AKADEMIS YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2019 BERTEMPAT 

DIRUANG INOGALUMA DPRD PROVINSI GORONTALO, KEMUDIAN DILANJUTKAN PADA 

TANGGAL 4 OKTOBER 2019 DITEMPAT YANG SAMA DENGAN MENGHADIRKAN TIM 

PENYUSUN NASKAH KADEMIK DAN BEBERAPA PERANGKAT DAERAH TERKAIT. 

ADAPUN HASIL PENGKAJIAN TERHADAP 3 RANPERDA DIMAKSUD SECARA UMUM DAPAT 

DISAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT : 

1. BAHWA BADAN PEMBENTUKAN PERDA PADA PRINSIPNYA SANGAT SETUJU TERHADAP 

PENGAJUAN 3 (TIGA) BUAH RANPERDA UNTUK DIBAHAS SELANJUTNYA PADA 

TINGKAT PARIPURNA DENGAN MENDENGARKAN PENJELASAN DARI PENGUSUL, 

SERTA TANGGAPAN DARI MASING-MASING FRAKSI SERTA ANGGOTA DPRD PROVINSI 

GORONTALO; 

2. BAHWA TERHADAP SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DISEPAKATI AKAN 

DIPERTAJAM PADA PEMBAHASAN SECARA MENDETAIL DITINGKAT PANITIA KHUSUS 

YANG AKAN DIBENTUK MELALUI SIDANG PARIPURNA; 

3. BAHWA DIHARAPKAN KIRANYA SARAN DAN MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH 

BADAN PEMBENTUKAN PERDA PADA PENGKAJIAN TERSEBUT DAPAT DITINDAK 

LANJUTI OLEH TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS TERKAIT MATERI YANG DITUR 

DALAM PERATURAN DAERAH YANG DIHARAPKAN AGAR TIDAK BERTENTANGAN 

DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG 

LEBIH TINGGI; 

4. TERHADAP DASAR HUKUM PADA KONSIDERAN MENGINGAT KIRANYA DAPAT 

MENCANTUMKAN DASAR HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN SUBSTANSI DARI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANGDISUSUN; 

5. AGAR KIRANYA DAPAT MEMPERHATIKAN KEWENANGAN PENYUSUNAN  SEBUAH 

PRODUK HUKUM AGAR TIDAK TERJADI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DENGAN 

MENGACU PADA KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH, DAN KETENTUAN TEKNIS LAINNYA; 
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PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI 

DEMIKIAN HASIL PENGKAJIAN SECARA UMUM YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN 

PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI DENGAN HARAPAN MENDAPAT PERSETUJUAN  DARI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PADASIDANG PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT 

INI, SEKALIGUS DAPAT MENINDAKLANJUTINYA SESUAI MEKANISME KETENTUAN YANG 

BERLAKU, BERUPA PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD.  

TERIMA KASIH YANG MENDALAM KAMI (PENGUSUL) SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN SEKALIAN, ATAS KEBERSAMAANNYA DALAM 

RAPAT PARIPURNA INI. SEMOGA ALLAH SWT SELALU MEMBERI KEKUATAN KEPADA KITA 

SEKALIAN DALAM MELAKSANAKAN SEMUA MENJADIKAN SETIAP AKTIFITAS KITA SEBAGAI 

IBADAH. 

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH  

 

 

BADAN PEMBENTUKAN PERDA  

DPRD PROVINSI GORONTALO 

KETUA, 

TTD 

H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP 
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DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

DEMIKIAN TADI KITA TELAH MENGIKUTI PENYAMPAIAN PIMPINAN DPRD TENTANG HASIL 

PENGKAJIAN BAPEMPERDA TERHADAP  3 (TIGA)  RANPERDA USUL PRAKARSA ANGGOTA 

DPRD,  YANG DISAMPAIKAN OLEH  KETUA BAPEMPERDA.   

KEPADA WAKIL KETUA BAPEMPERDA  BAPAK  H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP  KAMI 

UCAPKAN TERIMA KASIH. 

   

RAPAT PARIPURNA DEWAN  

HADIRIN YANG KAMI HORMATI,  

ACARA KELIMA  : PANDANGAN FRAKSI  DAN ANGGOTA DPRD LAINNYA 

TERHADAP PENYAMPAIAN PENJELASAN MASING-MASING PENGUSUL ATAS 

USUL PRAKARSA 3 (TIGA) RANPERDA PROVINSI  GORONTALO.  

UNTUK ITU TERLEBIH DAHULU KAMI MOHON KEPADA PIMPINAN-PIMPINAN FRAKSI DAPAT 

MENGINFORMASIKAN KEPADA KAMI NAMA JURU BICARA DAN USULAN URUTAN 

PEMBICARA  KEBERAPA ?    SAYA MULAI DARI FRAKSI  PARTAI  PARTAI  GOLKAR, 

DISILAHKAN ! 

 

H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (KETUA FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH PAK KETUA, UNTUK FRAKSI  PARTAI  GOLKAR AKAN 

DISAMPAIKAN LANGSUNG OLEH KAMI FIKRAM SALILAMA SEBAGAI  

PEMBICARA PERTAMA, TERIMA KASIH PAK KETUA.  

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH KEPADA BAPAK FIKRAM SALILAMA, SELANJUTNYA FRAKSI PARTAI 

DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, DISILAHKAN ! 

 

Hj. VENNY R. ANWAR, SE, MH (WAKIL KETUA FRAKSI PDI PERJUANGAN) 

TERIMA KASIH KETUA, UNTUK FRAKSI PDI PERJUANGAN AKAN DISAMPAIKAN OLEH SAYA 

SENDIRI VENNY ANWAR, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH KEPADA IBU Hj. VENNY R. ANWAR, SELANJUTNYA KETIGA FRAKSI NADEM 

AMANAT. 

 

YURIKO, KAMARU, SH (KETUA FRAKSI NASDEM AMANAT) 

UNTUK FRAKSI NASDEM AMANAT SAYA SENDIRI YURIKO KAMARU, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, SELANJUTNYA FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN. 
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H. FAIZAL HULUKATI, SE (KETUA FRAKSI PPP) 

TERIMA KASIH PAK KETUA, UNTUK FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN AKAN 

SAYA BACAKAN SENDIRI, TERIMA KASIH KETUA. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, BERIKUT FRAKSI PARTAI GERINDRA. 

 

SULYANTO PATEDA, SE (KETUA FRAKSI GERINDRA) 

TERIMA KASIH KETUA, UNTUK FRAKSI GERINDRA SAYA SENDIRI SULYANTO PATEDA, TERIMA 

KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, YANG KEENAM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA. 

 

H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP (KETUA FRAKSI PKS) 

UNTUK FRAKSI PKS AKAN DIBACAKAN OLEH H. JASIN U. DILO, Amd 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, DAN YANG KETUJUH FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA. 

 

ERWINSYAH ISMAIL, S.Kom (KETUA FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA) 

FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA AKAN DIBACAKAN SAYA SENDIRI ERWINSYAH 

ISMAIL. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

ANGGOTA DPRD LAINNYA ? SAYA KIRA MUNGKIN SUDAH DIWAKILI OLEH FRAKSI, BAIK. 

BAPAK/IBU SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, SELANJUTNYA KAMI MENGUNDANG DARI 

FRAKSI PARTAI GOLKAR BAPAK FIKRAM SALILAMA, DISILAHKAN ! 

 

H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (JURU BICARA FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH PAK KETUA, YANG PERTAMA IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN PENDAPAT INI 

DITEMPAT DUDUK INI. 

YANG KEDUA, DARI 3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIUSULKAN INI, YANG 

TELAH DIKAJI OLEH BAPEMPERDA, KAMI MELIHAT HASIL KAJIAN BAPEMPERDA SUDAH 

BERSESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, NAMUN ADA BEBERAPA HAL YANG DILEWATI 

OLEH BAPEMPERDA. 
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YANG PERTAMA, HARUSNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF INI 

HARUS DISEBARLUASKAN KEPADA MASYARAKAT, HARUS DILAKUKAN SOSIALISASI 

KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN MASUKAN-MASUKAN MASYARAKAT 

TERAKIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI, TAPI DARI AWAL KAMI MELIHAT 

BAPAK KETUA MENGHARAPKAN KITA MEMAKLUMI SUASANA INI KAREN AKITA BARU, 

OLEH KARENANYA KAMI MEMAHAMI INI, DAN KAMI TIDAK MEMPERSOALKAN INI. 

KALAU KAMI MENGKAJI DARI ISI BATANG TUBUH DARI RANCANGAN PERATURAN 

DAERAH INI, KHUSUS UNTUK LANJUT USIA SESUNGGUHNYA BANYAK YANG KAMI 

PERSOALKAN, TAPI BELUM DISINI FORUMNYA, KAMI MEMAHAMI  FORUMNYA NANTI DI 

PANSUS, KARENA KAMI MEMAHAMI BAHWA INI SUDAH DILOLOSKAN OLEH BAPEMPERDA 

DAN TERMASUK ANGGOTA FRAKSI PARTAI GOOLKAR ADA 3 ORANG YANG DUDUK 

DISITU YANG TURUT MELOLOSKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI, MAKA 

DENGAN MENGUCAPKAN BISMILAHIRAHMANIRRAHIM FRAKSI PARTAI GOLKAR 

MENERIMA UNTUK DIKAJI SELANJUTNYA. 

DEMIKIAN, BILLAHI FISABILILHAK  

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, KALAU BEGINI BUNYINYA SEPERTI SEMUA JADI SAMA INI, SELANJUTNYA 

SAYA PERSILAHKAN FRAKSI PDI PERJUANGAN. 

 

Hj. VENNY R. ANWAR, SE, MH (JURU BICARA FRAKSI PDI PERJUANGAN) 

TERIMA KASIH KETUA, SAYA LANGSUNG SAJA, SETELAH MENDENGAR LAPORAN DARI 

KETUA BAPEMPERDA TERKAIT DENGAN RANPERDA YANG PERTAMA TENTANG LANJUT 

USIA YANG KEDUA RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ALQURAN 

DAN YANG LETIGA RANPERDA TENTANG PENEYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN, KAMI MELIHAT BAHWA INI SUDAH SESUAI DENGAN MEKANISME DAN 

KAMI FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYETUJUI KETIGA RANPERDA INI BISA DILANJUTKAN 

SESUAI DENGAN MEKANISME YANG BERLAKU, TERIMA KASIH KETUA. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, PADA PRINSIPNYA OK, SELANJUTNYA FRAKSI NASDEM AMANAT, 

DISILAHKAN ! 

 

YURIKO KAMARU, SH (JURU BICARA FRAKSI NASDEM AMANAT) 

TERIMA KASIH, BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM. 

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH. 
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SETELAH MENDENGARKAN SECARA JELAS ATAS PENJELASAN USUL RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH YAKNI 3 BUAH RANPERDA YANG TELAH DIUSULKAN, KAMI DARI 

FRAKSI NASDEM AMANATAITU ADA BEBERAPA POINT MASUKAN TETAPI NANTI PADA 

SPESIFIK YAKNI PADA PANSUS SEBAGAI CATATAN-CATATAN KAMI, TETAPI PADA PRINSIP 

DASARNYA BAHWA 3 BUAH RANPERDA INI ADALAH MERUPAKAN SEBUAH AMANAT 

RAKYAT YANG HARUS DIJALANKAN, OLEHNYA FRAKSI NASDEM AMANAT DENGAN 

TEGAS MENYATAKAN MENYETUJUI UNTUK 3 BUAH RANPERDA INI DILANJUTKAN PADA 

TAHAP ATAU TINGKATAN SELANJUTNYA, DEMIKIAN, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, SELANJUTNYA DARI FAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, 

DISILAHKAN ! 

 

H. FAIZAL HULUKATI, SE (JURU BICARA FRAKSI PPP) 

TERIMA KASIH PAK KETUA, JADI IDEM, SAMA DENGAN FRAKSI YANG LAIN, BAHWA 

SETELAH MENDENGAR APA YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH KETUA BAPEMPERDA 

BAHWA MASALAH RANPERDA TENTANG SISTIM PENYELENGGARAAN LANJUT USIA, YANG 

KEDUA RANPERDA TENTANG SISTIM ADIMINSTRASI KEPENDUDUKAN DAN RANPERDA 

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ALQURAN, KAMI DARI FRAKSI PARTAI 

PERSATUAN PEMBANGUNAN SECARA JELAS MENERIMA KETIGA RANPERDA INI DIBAHAS 

SESUAI DENGAN MEKANISME DAN KETENTUAN TATA TERTIB DPRD, DEMIKIAN PAK KETUA, 

TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, SELANJUTNYA FRAKSI PARTAI GERINDRA, DISILAHKAN ! 

 

SULYANTO PATEDA, SE (JURU BICARA FRAKSI GERINDRA_ 

TERIMA KASIH, ASSALAMUA ALAIKUM WARAHAMTULLAHI WABARAKATUH. 

TERHADAP RANPERDA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ALQURAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA, KAMI 

DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA PADA PRINSIPNYA MENYETUJUI UNTUK DILAKUKAN 

PEMBAHASAN DITINGKAT SELANJUTNYA, TERIMA KASIH, WASSALAMU ALAIKUM 

WARAHAMTULLAHI WABARAKATUH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, SELANJUTNYA SAYA PERSILAHKAN DARI FRAKSI PKS BAPAK ADNAN 

ENTENGO. 
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H. JASIN USMAN DILO, A.Md (JURU BICARA FRAKSI PKS) 

TERIMA KASIH KETUA, ATAS USUL 3 RANPERDA INISIATIF DPRD YANG MERUPAKAN INISIATIF 

TRANSISI DIMASA INI, YANG TADI SUDAH DILEITIMASI OLEH BAPEMPERDA MELALUI 

KETUANYA BAPAK ADNAN ENTENGO, BELIAU JUGA ADALAH KETUA FRAKSI PKS, MAKA 

OTOMATIS KAMI DARI FRAKSI PKS MENYETUJUI INI UNTUK DILANJUTKAN SESUAI DENGAN 

MEKANISME DEWAN YANG TELAH DITENTUKAN, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, TERAKHIR DARI FRAKSI DEMOKRAT NIRANI BANGSA, DISILAHKAN ! 

 

ERWINSYAH ISMAIL, S.Kom (JURU BICARA FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA) 

TERIMA KASIH KETUA, SETELAH MENDENGARKAN PENJELASAN DARI KETUA BAPEMPERDA, 

KAMI DARI FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA MENYETUJUI KETIGA RANPERDA INI 

DIBAHAS LEBIH LANJUT, TERIMA KASIH KETUA. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH, DARI 7 PENDAPAT FRAKSI, MAKA ADA 2 YANG KITA BISA SIMPULKAN, 

YANG PERTAMA BAHWA FRAKSI SECARA KAFFAH, MENYELURUH UNTUK INTEGRALISTIK, 

TOTALITAS KOMPRHENSIF MENERIMA INI UNTUK DIBAHAS SESUAI MEKANISME DEWAN. 

YANG KEDUA, HAL-HAL YANG MENYANGKUT SARAN AKAN BERKEMBANG BIAK PADA 

PEMBICARAAN TINGKAT PANSUS DAN YANG KETIGA TENTANG SOSIALISASI ADA 

AGENDA KHUSUS UNTUK ITU DAN PADA SAAT KITA MELAKSANAKAN PEMBAHASAN 

DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENSOSIALISASIKAN , MELIHAT REGULASI YANG ADA 

DAN MUNGKIN ADA ANGGARAN UNTUK ITU SAYA KIRA BISA KITA SOSIALISASI DAN 

MENGUNDANG KEPADA PARA PAKAR UNTUK MENERIMA PENJELASAN TENTANG HAL INI. 

DENGAN DEMIKIAN, MAKA 2 HAL YANG KITA AKAN LEWATI SKENARIO, YANG PERTAMA 

TIDAK ADA TANGGAPAN DARI ANGGOTA DPRD LAINNYA, YANG TADI SUDAH SAYA 

SAMPAIKAN DAN YANG KEDUA TIDAK ADA TANGGAPAN LAGI DARI PENGUSUL, KARENA 

FRAKSI TIDAK MENANGGAPI UNTUK DITANGGAPI, SEHINGGA TIDAK ADA TANGGAP-

TANGGAPAN. 

 

M. HIDAYAT H. BOUTY, SE (ANGGOTA DPRD LAINNYA/FRAKSI DNB) 

TERIMA KASIH PAK KETUA, SAYA BUKAN MAU MENANGGAPI YANG SIDAH DISEPAKATI 

TADI SEMUA FRAKSI, TAPI ADA YANG MENURUT SAYA AGAK ANEH TADI DARI 

PERNYATAAN-PERNYATAAN PARA KETUA FRAKSI, BAHWA SEMUANYA DIMULAI DENGAN 

SETELAH MENDENGAR PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA, ARTINYA KEPUTUSAN INI 

DIAMBIL SAAT INI, KARENA SETELAH MENDENGAR DARI PENJELASAN BAPEMPERDA, INI 
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YANG DIMAKSUD OLEH BAPAK FIKRAM SALILAMA TADI PAK KETUA, SEMINGGU 

SEBELUMNYA BAHAN ITU SUDAH MASUK KE FRAKSI, JADI KEPUTUSAN ITU DIAMBIL 

BERDASARKAN HASIL PENGKAJIAN DI FRAKSI ATAS DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN, 

BUKAN PADA SAAT INI, SAAT INI TINGGAL MENYAMPAIKAN APA YANG SUDAH DIBAHAS, 

SEHINGGA PAK KETUA MEKANISME PENYAMPAIAN DOKUMEN SEBELUM PARIPURNA ITU 

SEBAIKNYA DILAKSANAKAN, TERIMA KASIH. 

 

H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (INTERUPSI/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

SEPERTI PENJELASAN KAMI DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI, PENYAMPAIAN 

BAPEMPERDA HANYA SECARA TEHNIS, MENGACU KEPADA UNDANG-UNDANG ? TIDAK, 

BERSESUAIAN DENGAN ATURAN-ATURAN YANG ADA ? TIDAK, SOAL MATERNIYA ITU 

NANTI DIPANSUS, OLEH KARENANYA SIKPA KAMI MENDUKUNG, MENYETUJUI PROSES 

LEBIH LANJUT PEMBAHASANNYA, KARENA KAMI TAHU BAPEMPERDA ITU HANY SECARA 

TEHNIS ATURAN, BATANG TUBUH BAGAIMANA ? SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG 12 

ATAU TIDAK ? BARANGKALI SEPERTI ITU PAK KETUA, TERIMA KASIH. 

 

DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

SAYA KIRA NARASI BAPEMPERDA TADI DALAM HAL-HAL YANG TADI, KEMUDIAN 

PENGUATAN TERHADAP NARASI-NARASI TERSEBUT AKAN DIBAHAS PADA TINGKAT 

PANSUS, APA YANG DISAMPAIKAN BAPAK HIDAYAT BOUTY SAYA KIRA ITU PENGUATAN 

JUGA, AGAR JANGAN HANYA BERPEGANG PADA BAPEMPERDA DAN DIHARAPKAN 

PADA PEMBAHASAN HADIR SEMUA DAN UNTUK MENGUATKAN PEMBAHASAN-

PEMBAHASAN TERSEBUT, JADI ITU YANG DIHARAPKAN OLEH BAPAK HIDAYAT BOUTY DAN 

KITA SEMUA. 

 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT 

 DEMIKIAN SEMUA KITA TELAH LALUI, MAKA SAYA AKAN MELANJUTKAN RAPAT 

PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DENGAN MEMASUKI ACARA KETUJUH  :  

PENGAMBILAN KEPUTUSAN. 

BAHWA SETELAH MELALUI BEBERAPA TAHAPAN YANG SUDAH KITA LAKSANAKAN, MAKA  

PERLU KAMI TAWARKAN KEPADA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN, APAKAH SAUDARA-

SAUDARA SETUJU  USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA  

TERSEBUT  KITA TETAPKAN MENJADI PRAKARSA DPRD,  SETUJU  ? 

ANGGOTA 

SETUJU (AKLAMAS) 

. . . . . . . KETUKAN PALU 1 KALI . . . . . . . 
 

TERIMA KASIH ATAS PERSETUJUANNYA 
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SELANJUTNYA PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI  GORONTALO 

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA  USUL PRAKARSA 

ANGGOTA DPRD MENJADI  PRAKARSA DPRD PROVINSI  GORONTALO, OLEH 

SEKRETARIS DEWAN.  KEPADA SAUDARA SEKWAN KAMI  PERSILAHKAN ! 

 

 

KEPUTUSAN DPRD . . . . .  
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DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.So.I, M.Si (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 

TERIMA KASIH,  KAMI SAMPAIKAN KEPADA SAUDARA SEKWAN YANG TELAH 

MEMBACAKAN  KEPUTUSAN DEWAN. 

SELANJUTNYA PENANDATANGAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI  GORONTALO 

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP3 (TIGA)RANPERDA USUL PRAKARSA 

ANGGOTA DPRD MENJADI  PRAKARSA DPRD, NAMUN SEBELUMNYA PERLU 

KAMI TAWARKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN, 

APAKAH SAUDARA-SAUDARA SETUJU KEPUTUSAN DPRD SEBAGAIMANA YANG 

DIBACAKAN OLEH SAUDARA SEKWAN TADI  UNTUK DITANDATANGANI ? 

ANGGOTA 

SETUJU (AKLAMAS) 

. . . . . . . KETUKAN PALU 1 KALI . . . . . . . 

TERIMA KASIH ATAS PERSETUJUANNYA 

SELANJUTNYA PENANDATANGAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI  GORONTALO 

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA USUL PRAKARSA 

ANGGOTA DPRD MENJADI  PRAKARSA DPRD PROVINSI  GORONTALO, UNTUK 

ITU PIMPINAN RAPAT SAMPAI DENGAN SELESAI KAMI SERAHKAN KEPADASAUDARA 

WAKIL KETUA YTH.BAPAK H. SOFYAN PUHI, ST. 

. . . . . . . KETUKAN PALU 1 KALI . . . . . . . 

H. SOFYAN PUHI, ST (WAKIL KETUA) 

PIMPINAN RAPAT KAMI TERIMA 

. . . . . . . KETUKAN PALU 1 KALI . . . . . . . 

 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT  

SELANJUTNYA PENANDATANGAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI  GORONTALO, 

KEPADA SAUDARA KETUA, DENGAN HORMAT KAMI PERSILAHKAN 

MENGAMBIL TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN !  

. . . . . . . SELESAI . . . . . . . 

 

TERIMA KASIH, KEPADA SAUDARAKETUA BERKENAN KEMBALI KE MEJA PIMPINAN. 

  

DEMIKIAN TADI  KITA TELAH MENGIKUTI  PENANDATANGAN KEPUTUSAN DPRD 

PROVINSI  GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) 

RANPERDA USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD MENJADI  PRAKARSA DPRD 

OLEH KETUA DPRD. 

  

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT  

ACARA  KEDELAPAN /TERAKHIR : PENUTUP 
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SEBELUM RAPAT PARIPURNA INI DITUTUP PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA 3 (TIGA) 

RANPERDA PRAKARSA DPRD INI, SESUAI DENGAN MEKANISME AKAN SEGERA KITA 

SAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR GORONTALO UNTUK PEMBAHASAN SELANJUTNYA. 

 

M. HIDAYAT H. BOUTY, SE (INTERUPSI/FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA) 

TERIMA KASIH, SEPERTI TADI YANG DIBACAKAN SEBELUMNYA SURAT DARI PEMERINTAH 

TERTANGGAL 1 OKTOBER 2019 MENGENAI RANPERDA YANG NANTINYA AKAN 

DIUSULKAN DAN DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN BAHWA DIHARAPKAN TAHUN INI AKAN 

DIBAHAS, KITA SEKARANG PUNYA 3 RANPERDA YANG AKAN KITA BICARAKAN BERSAMA 

DENGAN GUBERNUR YANG SESUAI PEMBICARAAN DIBANMUS ITU AKAN DIBUATKAN 3 

PANSUS, KALAU SEPERTI YANG DISAMPAIKAN BAPAK KETUA TADI, BAHWA AKAN ADA 

RANPERDA YANG DIBAHAS 1 LAGI, BERARTI AKAN ADA 4 RANPERDA YANG DIBAHAS 

DIMASA SIDANG PERTAMA INI, SETAHU SAYA  ANGGARAN UNTUK ITU TIDAK CUKUP, 

KARENA SISA ANGGARAN ITU HANYA SATU KALI PANSUS, KALAU PEMBICARAAN 

DIBANMUS KEMARIN SEMUA PANSUS INI AKAN DIBAGI RATA KETIGA PANSUS, 

BAGAIMANA DENGAN STATUS YANG SATUNYA, KALAU ITU MAU DIBAHAS DIMASA 

SIDANG INI, TERIMA KASIH. 

 

H. SOFYAN PUHI, ST (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI NASDEM AMANAT) 

TERIMA KASIH BAPAK HIDAYAT BOUTY, SURAT TADI DISAMPAIKAN BAHWA PEMERINTAH 

DAERAH AKAN MENGAJUKAN, BELUM MENGAJUKAN, BARU AKAN MENGAJUKAN 

TERHADAP RANPERDA OPD, KITA TUNGGU PENGAJUAN RESMINYA SETELAH ITU KITA 

SAMPAIKAN KE BANMUS UNTUK KITA TINDAKLANJUTI, TADI BARU PEMBERITAHUAN, JADI 

BELUM BISA KITA MENGKAJI LEBIH LANJUT BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN SEPERTI INI, 

INYSA ALLAH KITA AKAN KAJI DIBANMUS OLEH PIMPINAN DEWAN. 

 

M. HIDAYAT H. BOUTY, SE (INTERUPSI/FRAKSI DEMOKRAT NURANI BANGSA) 

SAYA MENANGGAPI, MENYANGGA INI, KARENA TADI PERNYATAAN DARI KETUA 

DIUSAHAKAN DIBAHAS DITAHUN INI, ARTINYA DIMASA SIDANG PERTAMA INI, 

SEDANGKAN KALAU MASA SIDANG INI JUGA TINGGAL 3 BULAN MASA SIDANGNYA, 

SEHINGGA KALAU NANTI AKAN, INI HANYA SEKEDAR MENGINGATKAN JANGAN SAMPAI  

ITU BENAR-BENAR TERJADI, KITA TIDAK BISA MENJALANKANNYA, TERIMA KASIH. 

 

H. SOFYAN PUHI, ST (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI NASDEM AMANAT) 

TERMASUK ITU BAPAK HIDAYAT BOUTY. 

 

H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP (INTERUPSI/FRAKSI PARTAI GOLKAR) 
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KAMI PIKIR TADI ITU HANYA PEMBACAAN SURAT MASUK, SUDAH JELAS, KAPAN DIA TIBA 

NANTILAH, TERIMA KASIH PAK KETUA. 

 

H. ISMAIL ALULU, SE (INTERUPSI/FRAKSI NASDEM AMANAT) 

TERIMA KASIH, SAYA HANYA BERIKAN HARAPAN DAN SEKALIGUS SUDAH MENJADI HARI 

INI SUDAH MENETAPKAN 3 RANPERDA DAN KITA SUDAH PUTUSKAN BERSAMA, HARAPAN 

SAYA ADALAH TERKAIT DENGAN APA YANG SUDAH TEMAN-TEMAN SARANKAN TADI, 

SAMPAIKAN TERKAIT DENGAN MEKANISME, JUJUR WALAUPUN KAMI SUDAH 

MENYEPAKATI DAN MENYETUJUI TERKAIT DENGAN RANPERDA INI KAMI BERHARAP DAN 

TADI JUGA SUDAH DISAMPAIKAN OLEH TEMAN-TEMAN, MEKANISME-MEKANISME SEPERTI 

INI 7 HARI SEBELUM KITA PARIPURNA ITU SUPAYA LEBIH BAIK, SEKALI LAGI BERITA ACARA 

ITU DISAMPAIKAN KEPIHAK FRAKSI, HARI INI ALHAMDULILLAH KETUA FRAKSI KAMI BEGITU 

CERDAS BAHWA SEBELUM BELIAU MENYAMPAIKAN PERSETUJUAN PANDANGAN FRAKSI, 

BELIAU SUDAH MENG SMS KAMI SECARA KESELURUHAN BAHWA KITA MENYETUJUI SAJA, 

PADAHAL HARI INI KITA BELUM PERNAH RAPAT UNTUK MENYETUJUI, HANYA KARENA 

MEMANG BELIAU SANGAT CERDAS BELIAU MENYAMPAIKAN BAHWA HARI INI KITA 

SEPAKAT SAJA UNTUK PANDANGAN FRAKSI DAN INI SARAN KAMI SEBELUM KITA 

TETAPKAN SURAT-SURAT ITU APAPUN YANG MENJADI MEKANISME YANG YANG HARUS 

KITA TEMPUH DALAM PERSETUJUAN ATAU PANDANGAN FRAKSI PERLU DITINDAKLANJUTI, 

TERIMA KASIH PAK KETUA. 

 

H. SOFYAN PUHI, ST (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI NASDEM AMANAT) 

TERIMA KASIH, SARAN-SARAN UNTUK KITA TAMPUNG, TINDAKLANJUTI KEDEPAN. 

 

H. ADNAN ENTENGO, A.Md, S.AP (INTERUPSI) 

SEKEDAR MENEGASKAN SAJA SEBAGAIMANA DALAM RIK DAN JUGA YANG SUDAH 

DISAMPAIKAN, BAHWA BESOK ITU PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT I, APAKAH ITU 

ADA PERUBAHAN ATAU SEPERTI APA ? TERIMA KASIH. 

 

H. SOFYAN PUHI, ST (PIMPINAN SIDANG/FRAKSI NASDEM AMANAT) 

TERIMA KASIH, KITA TUTUP DULU ACARA INI, KEMUDIAN AKAN ADA PENYAMPAIAN 

UNDANGAN SESUAI RIK. 

KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DEWAN MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN 

PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA BADAN PEMBENTUKAN 

PERATURAN DAERAH YANG TELAH MENYAMPAIKAN HASIL PENGKAJIANNYA   TERHADAP 

3 (TIGA)RANPERDA  USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD UNTUK DIPARIPURNAKAN PADA 
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HARI INI, BEGITU JUGA  KEPADA  KETIGA TIM PENGUSUL YANG TELAH MENYAMPAIKAN 

PENJELASANNYA TERHADAP USUL PRAKARSANYA KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH. 

TERAKHIR  KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA KITA SEMUA YANG TELAH HADIR 

DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PADA HARII NI. 

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN ”ALHAMDULILLAHIRRABBIL'ALAMIN” RAPAT 

PARIPURNA DPRD PROVINSI GORONTALO KE- 8 DALAM RANGKA PEMBAHASAN3 

(TIGA)RANPERDA  PROVINSI GORONTALO USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD MENJADI 

PRAKARSA DPRD  SECARA RESMI SAYA NYATAKAN DITUTUP. 

. . . . . . . KETUKAN PALU 3 KALI . . . . . . . 

TERIMA  KASIH, 

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH  

WASSALAMU‘ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH 

OM SHANTI SHANTI SHANTI OM 

 
 

 

RAPAT DITUTUP PUKUL : 12.15 WITA 

 

 PIMPINAN RAPAT, SEKRETARIS RAPAT 

 

 

 DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.Sos.I, M.Si H. SUL A. MOITO, S.Ag, ME 

  PEMBINA UTAMA MADYA 

  NIP.196202221983031019 
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